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ABSTRAKSI
INDA NUR AMINAH, E11110271, Strategi Politik Calon Legislatif
Incumbent Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Pemanfaatan Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional Pada Pemilu 2014 Di
Kabupaten Jeneponto). Dibimbing Oleh Prof. Dr. Armin Arsyad, S.IP,
M.Si dan Ariana Yunus, S.Ip, M.Si.
Strategi politik dalam berkompetisi pada pemilihan umum memang
sangat diperlukan, strategi yang dapat memberi kemenangan bagi para
kompetitor. Beragam strategi yang dilakukan oleh para kompetitor
dilakukan demi tercapainya cita-cita politik dalam pesta demokrasi tak
terkecuali incumbent. Strategi yang dilakukan incumbent tidak terkecuali
dengan memanfaatkan program pemerintah. Ironi hal ini menimbulkan
sebuah pertanyaan mengenai mengapa calon legislatif incumbent
memanfaatkan program pemerintah pada pemilihan legislatif 2014. Hal ini
menjadikan peneliti mengangkat rumusan masalah Bagaimana
pemanfaatan program P2BN pada pemilihan legislatif 2014?. Yang
bertujuan apa yang dilihat incumbent pada program P2BN tersebut,
sekaligus menggambarkan mengenai karakteristik masyarakat pada
daerah pemilihan II kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sekaligus
adanya kontrak politik yang di jalin oleh legisaltif dan birokrasi dalam hal
ini Dinas Pertanian.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan
tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di daerah pemilihan
II kecamatan kelara kabupaten jeneponto. Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi pustaka. Data-
data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan, kemudian
dikumpulkan lalu disimpulkan untuk disajikan.
Hasil penelitian ini merupakan penjabaran atas strategi politik
incumbent dengan memanfaatkan program P2BN pada pemilihan umum
2014. Strategi tersebut ada 2 (dua). (1). Strategi ofensif adalah
pemaanfaatan program P2BN untuk mempengaruhi masyarakat, yang
bertujuan menambah kelompok pemilih baru atau yang tidak memilih
incumbent periode sebelumnya. (2) Strategi Defensif  adalah strategi yang
juga memanfaatkan program P2BN untuk mempengaruhi masyarakat,
atau untuk mempertahankan pemilihnya sehingga dapat dipilih kembali
pada periode selanjutnya.
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ABSTRACT
INDA NUR Aminah, E11110271, Legislative Candidates Incumbent Political
Strategy In the 2014 election (Case Study Use of National Rice Production
Enhancement Program in the 2014 election Jeneponto). Guided By Prof. Dr.
Armin Arsyad, M.Si, and Ariana M.Si Yunus, S. Ip, M.Si
Political strategy in competing in the elections are necessary, a strategy that can
give victory to the competitor. Various strategies were undertaken by the competitors
performed in order to attain political ideals in the democratic party incumbent is no
exception. Incumbent strategy taken no exception to utilize government programs. The
irony of this case raises a question about why the incumbent candidates take advantage
of government programs in legislative elections 2014 This makes the researchers raised
the problem formulation P2BN How to use the program in 2014 legislative elections ?.
Which aims at what is seen P2BN incumbent on the program, as well as describe the
characteristics of the people in the constituency II Kelara Jeneponto districts, as well as
the existence of a contract by a interlace political in legisaltif and bureaucracy in this
case the Department of Agriculture.
The method used was a qualitative research method with a descriptive type of
analysis. The study was conducted in the constituency II kelara Jeneponto districts. The
technique used in the data collection of observations, interviews, and literature. The
data obtained will be reduced based on the purpose, then collected and summarized for
presentation.
The results of this study is an elaboration on the political strategy of the
incumbent by utilizing P2BN program at the 2014 general election barometer Under the
influence of the program on the community in the district P2BN kelara and the existence
of a contract between the legislative and bureaucratic politics in this department of
agriculture. By first outlining the strategy for the incumbent political candidates. Then
proceed with the study of how the program P2BN utilized, which continues with how the
political contract between the legislature and the bureaucracy. Based on research that
berepengaruh P2BN program in the community and also at the level ketepilihan
berepengaruh incumbent. So, there are exchange rate made by the incumbent in the
2014 legislative elections faced both with constituents and legislative legislative
bureaucracy.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kokohnya suatu negara dalam pemerintahan itu di lihat dari
kebijakan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang penting adalah
kebijakan pangan, yang mengatur seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan
pangan sangat urgent sebagai negara agraris. Kebijakan pangan
dijabarkan dalam program P2BN. Program yang di desentralisasikan
pemerintah pusat pada daerah adalah P2BN. Program tersebut bersinergi
antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Program P2BN ini mulai
berlangsung sejak tahun 2011 hingga saat ini.
Program P2BN mempunyai sasaran yang jelas, sasaran program
P2BN ada 3 (tiga) yaitu pertama, terjaminnya ketahanan pangan di tingkat
daerah. Kedua adalah terkoordinasinya pembangunan  pangan. Ketiga,
menampung aspirasi masyarakat. Program P2BN akan lebih optimal bila
dipadukan dengan program pangan pemerintah daerah. Hal itu dapat
meningkatkan produksi beras.
Produksi beras memilki peranan penting untuk menopang
kehidupan masyarakat tani (petani). Beras merupakan komoditas utama
yang menopang 31,7 juta petani di Indonesia.1 Peningkatan produksi
beras dibutuhkan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
1 Badan Pusat Statistik (BPS)
2Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap permintaan beras.
Untuk beras pada program P2BN di Indonesia di beri sebanyak 10 juta
ton.2
Hal inilah yang mendorong program P2BN di hadirkan, sehingga
kelangsungan hidup masyarakat terjamin begitu pula ketahanan pangan
Indonesia. Hal ini yang membuat P2BN menjadi program unggulan
pemerintah. Program ini telah direalisasikan  baik di Pusat maupun
Provinsi dan Kabupaten/kota. Program ini dimaksudkan untuk
meningkatkan produktifitas beras, utamanya penghasil beras. Sulsel diberi
beras sebanyak 1,5 juta ton untuk mencapai produksi. Kemudian jumlah
yang dibagi pada Kabupaten di Sulsel, khususnya Kabupaten Jeneponto
diberi 100 ton.
Untuk mencapai terget maka pemerintah daerah Kabupaten
Jeneponto mengimplementasikan program P2BN. Pada implementasinya
program itu berdampak terhadap peningkatan produksi padi (beras).
Selain merupakan komoditas pangan yang sangat strategis, beras juga
cenderung dijadikan komoditas yang dimanfaatkan oleh beberapa elit,
karena merupakan bahan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan
masyarakat.
Kebutuhan masyarakat pada beras terus meningkat sehubungan
permintaan P2BN di Kab. Jeneponto juga meningkat. Hasil produksi Beras
2Sumber data dari Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
3di Kab. Jeneponto meningkat secara signifikan. Produksi terus meningkat
sebanyak 5% setiap tahunnya dari tahun 2011-2013.
Program P2BN terus meningkat popularitasnya seiring dengan
respon positif dari masyarakat utamanya petani, produktifitas petani juga
terus meningkat. Peningkatan itu terkait dengan keterlibatan pemerintah
Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian. Peran Dinas Pertanian sangat
dibutuhkan karena telah memfasilitasi beberapa hal yang dibutuhkan
petani, setidaknya ada 5 fasilitas yang telah disiapkan oleh Dinas
pertanian yaitu (1) pengadaan bibit; (2) pembagian pupuk; (3) pengadaan
pestisida; (4) pembuatan saluran irigasi; (5) pengadaan alsintan
(handtractor).
Adapun fungsi-fungsi dari fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas
Pertanian yaitu (1) pengadaan bibit adalah sarana untuk memperoleh
produksi; (2) pupuk yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan
produksi; (3) pestisida sarana untuk mencegah yang bisa merusak
tanaman, yang dapat berimplikasi pada penurunan produksi; dan (4)
irigasi yang berfungsi untuk meminimalisir kekurangan air pada musim-
musim tertentu. Begitu pula dengan (5) pengadaan alsintan (handtractor)
yang berfungsi sebagai prasarana untuk mengolah tanaman/produksi.3
Dinas Pertanian dalam menjalankan program P2BN membangun
beberapa prasarana, khususnya pembangunan irigasi yakni: Jaringan
3 Hasil wawancara Mahlil Sikki SE, MP mantan Kepala Dinas Pertanian Periode 2009-2013
4Irigasi Desa (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan
Usaha Tani (JUT), Tempat Perbaikan Air (Embung), dan Perbaikan
Pengadaan Sumber Air serta Pengadaan Pompa Air. Jaringan irigasi ini
merupakan sarana dan prasarana untuk mempermudah petani dalam
mengolah pertaniannya. Sarana dan prasarana tersebut diberikan
pemerintah pusat dan daerah pada dinas pertanian, yang menjalankan
program P2BN untuk masyarakat, utamanya kelompok tani di seluruh
kecamatan Kab.Jeneponto. Program ini dijalankan guna meningkatkan
produksi dan pendapatan petani.
Program P2BN ini bukan hanya di jalankan oleh Dinas Pertanian
selaku penanggung jawab program, adapun peran Anggota Legislatif yang
mengawal dan mengontrol jalannya program P2BN di Kabupaten
Jeneponto, juga masyarakat sebagai penerima manfaat dari program
tersebut. Program P2BN selalu di pantau dan diperhatikan oleh seluruh
lapisan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat tertinggi
dikalangan pemerintah dan legislatif.
Anggota legislatif di Kabupaten Jeneponto dalam mengawal
jalannya program P2BN yang bermitra dengan Dinas Pertanian,
cenderung memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi mereka,
melalui mitra kerja tersebut. Melalui mitra kerja tersebut legislatif mampu
memperoleh dan menggunakan program ini dalam bentuk aspirasi.
Dengan aspirasi tersebut legislatif yang akan mencalonkan diri kembali
dan mengharapkan mampu menarik simpatik dan dukungan suara
5masyarakat dengan memanfaatkan program P2BN. Mengingat
masyarakat akan menghadapi pemilihan legislatif 2014 (pileg).
Menjelang pileg 2014 pemanfaatan itu semakin marak, utamanya di
Daerah Pemilihan II (Dapil) Kabupaten Jeneponto. Dapil II pada
Kecamatan Kelara yang merupakan galangan suara dari Angota Legislatif
(caleg incumbent) yaitu Hj. Iramawati dari Partai Hanura dan Marsudi dari
Partai PBB. Bibit gratis, pembuatan jalan tani dan program pertanian
lainnya telah menjadi modal awal kedua incumbent ini. Mereka telah lebih
awal merealisasikan program P2BN tersebut semasa kedua incumbent
menjabat sebagai wakil rakyat di Kabupaten Jeneponto. Program-program
tersebut menjadi salah satu indikator sebagian besar simpatisannya.
Dg Limpo merupakan warga Kecamatan Kelara dan salah satu
pendukung caleg incumbent Hj. Irmawati dari Partai Hanura. Dg limpo
mengatakan bahwa daerahnya merupakan daerah penghasil pertanian
yang sangat baik, namun masih kurang di dukung dengan prasarana,
mereka membutuhkan akses jalan tani agar lebih mudah untuk mengolah
pertanian mereka. Maka dari itu mereka mengajukan aspirasinya ke hj
irmawati yang pada saat itu masih menjabat. Kemudian caleg incumbent
ini membangun Jalan Usaha Tani (JUT) untuk masyarkat Kecamatan
Kelara agar dapat mempermudah akses jalan pertanian mereka. Hal inilah
yang menjadi salah satu indikator simpatisan caleg incumbent ini,
mendapat simpatik dari para pendukungnya dan akan tetap
mendukungnya pada pileg nanti.
6Hal serupa dengan yang dilakukan calon anggota legislatif Marsudi
(incumbent) dari partaiPBB. Beberapa warga di Kecamatan Kelara akan
mendukung caleg incumbent ini dipileg nanti. Ini disebabkan karena
mereka telah diberi bantuan berupa bibit, jalan usaha tani (JUT) dan
mesin alsintan (handtractor). Hal ini dilakukan untuk mempermudah
pengolahan pertanian dan meningkatkan hasil produksi mereka. Bantuan
ini dilakukan incumbent guna memperoleh suara dan tetap mendapat
simpatik dari masyarakat.4
Proses bargening antara aspirasi masyarakat yang disalurkan
dengan suara calon pemilih ini akan dianggap berhasil oleh para caleg
tersebut , apabila (1) para pemilih akan tetap mempertahankan atau
memilih caleg yang telah berusaha menyalurkan aspirasinya dengan
menggunakan program P2BN; (2) Caleg juga memilah kebijakan yang
bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat agar
merekaterpilih kembali5.  Keduanya dianggap perlu untuk diperhatikan
oleh caleg incumbent.
Para legislatif yang memiliki kepentingan akan memanfaatkan
program P2BN, yang mempunyai efek paling besar terhadap kehidupan
masyarakat khususnya kalangan petani. Program P2BN dimanfaatkan
sebagai jualan kampanye untuk kepentingan mereka yang mencalonkan
4Hasil wawancara warga Kec. Kelara kab. Jeneponto
5Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah mei tahun 2008, hal 81-82
7kembali. Pemanfaatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi agar dapat
memenangkan pemilihan legislatif 2014 pada Dapil II.
Strategi politik dalam pemilihan sangat diperlukan demi tercapainya
apa yang menjadi kepentingan elit tersebut. Strategi politik adalah sebuah
cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk
merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk perubahan jangka
panjang. Seperti strategi politik yang digunakan caleg incumbent dalam
menghadapi pemilihan legislatif 2014 (pileg) di Kabupaten Jeneponto,
hasil yang diperoleh kemudian akan menentukan bagaimana kinerja
pemerintahan di daerah tersebut berlangsung untuk lima tahun kedepan.
Strategi politk itu sendiri memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan segala
rencana yang telah disusun, kemudian menjadi satu fokus utama dalam
sebuah pemilihan. Fokus utama sebuah pemilihan yakni perolehan suara
terbanyak sebagai bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan
dan kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari sebuah strategi.
Penulis melihat kecenderungan pemanfaatan program P2BN yang
dilakukan oleh para caleg incumbent merupakan strategi politik agar
terpilih kembali pada pileg 2014 di Kabupaten Jeneponto. Incumbent
menunggangi program pemerintah tersebut karena dinilai mampu menarik
simpatik dan suara dukangan masyarakat.
Berdasarkan ulasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk
meneliti dengan judul:
8“PEMANFAATAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS
NASIONAL (P2BN) DI KABUPATEN JENEPONTO”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang, maka
penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar yang sekaligus
merupakan permasalahan pokok, yaitu: Bagaimana strategi calon
legislatif incumbent dalam memanfaatkan program pemerintah
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menjelang pemilihan
Legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto?
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk menggambarkan dan menganalisis Pemanfaatan Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) oleh caleg incumbent
menjelang Pemilihan Legislatif 2014di Kab. Jeneponto.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademik
a. Menjawab fenomena sosial politik yang terjadi di Kabupaten
Jeneponto .
b. Memperkaya kahazanah kajian ilmu politik dalam upaya
pengembangan ilmu pengetahuan.
91.4.2 Manfaat Praktis
a. Memberikan informasi tentang implementasi program pangan dan
unsur pemanfaatan program P2BN di Kabupaten Jeneponto.
b. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami realitas politik.
c. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan aspek-aspek yang
membahas masalah bagaiamana strategi politik caleg incumbent
menjelang pemilihan legislatif 2014 dengan memanfaatkan program
peningkatan produksi beras nasional (P2BN). Bagian ini akan membahas
tentang konsep-konsep yang sesuai dengan topik, judul, fokus penelitian.
Dari konsep inilah yang akan menjadi kerangka berfikir dari
perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang akan di
bahas.Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan lima aspek yaitu: (A)
Konsep Strategi Politik (B) Teori Pertukaran (C) Kerangka Pemikiran, (D)
Skema Pemikiran. Selebihnya akan di uraikan lebih lanjut.
2.1 Konsep Strategi Politik
Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” yang
artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian,
strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata
strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi
adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para
jenderal, atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan
peperangan.
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Karl Von Clausewitz yang merumuskan strategi sebagai suatu seni
yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang,
sementara Martin – Anderson merumuskan strategi sebagai seni yang
melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua
sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh
keuntungan yang maksimal dan efisien.6Strategi kemudian dikembangkan
oleh para praktisi yang menghasilkan gagasan dan konsepsi yang didasari
oleh keilmuwan masing-masing.
Strategi politik pada dasarnya masih relatif kurang didefinisikan
oleh pakar politk, sehingga terkadang sulit dipisahkan antara pengertian
strategi dengan pengertian taktik, karena secara luas pengertian kedua
istilah tersebut adalah mengarah pada sebuah seni dalam menggunakan
‘kekuatan bersenjata’ dalam pertempuran untuk memenangkan
peperangan. Pada hakikatnya, strategi dalam komunikasi politik adalah
keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan
saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu,
merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan
merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik
untuk mencapai tujuan politik ke depan, terutama memenangkan
pemilihan umum.7
6 Prof. Dr. HafiedCangara, M.Sc, 2009, KomunikasiPolitik, Jakarta: RajawaliPers, hlm 292
7Arifin, Anwar. Komunikasi Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011.h.235-236
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Sun Tzu merumuskan strategi politik, dengan menyatakan bahwa,
dalam pemilihan strategis harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan
:“Bentuk yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi
lawan; yang terbaik kedua adalah menghancurkan aliansi lawan; yang
terbaik berikutnya adalah menyerang tentara lawan; yang paling buruk
adalah menduduki kota-kota dibenteng lawan.”8
Sun Tzu mengartikan strategi sebagai salah satu cara untuk
dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran
(battle) atau dengan kata lain strategi diperlukan kalau ada lawan.
Menurut Schroder bahwa strategi politik merupakan strategi yang
digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.9
Para praktisi ilmu politik mencoba mendefinisikan strategi di dalam
pertempuran politik. Strategi politik seperti pada semua pertempuran-
pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan rencana
yang dipahami lebih dahulu, kurang lebih rencana yang sudah terolah
dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja dalam serangan-
serangannya, akan tetapi juga tentang jawaban-jawaban lawannya dan
alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana perjuangan ini merupakan
strategi; unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalamnya, tindakan
melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taktik.
8Sun Tzudikutif Peter Schroder, Strategi Politik,Jakarta, Nomos Baden baden, PT Mita Alembana
Grafika. 2004.h.5
9Ibid. h.8-9
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Prihatmoko menjelaskan bahwa strategi sebagai seni yang
melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua
sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh
keuntungan yang maksimal dan efisien. Artinya strategi menghasilkan
gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Strategi
politik adalah segala rencana dan tindakan untuk memperoleh
kemenangan dan meraih kursi dalam Pemilu.10 Pola dasar strategi yang
diperlukan harus dikenali agar dapat menetapkan pilihan strategi yang
tepat. Dalam setiap pola dasar, dimana pilihan tersebut didasarkan pada
citra yang diinginkan dan tujuan yang hendak dicapai.
Strategi politik itu sendiri memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan
segala rencana yang telah disusun. Ini kemudian menjadi satu fokus
utama dalam sebuah pemilihan yakni perolehan suara terbanyak sebagai
bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan inilah
yang menjadi tujuan dari sebuah strategi karena merupakan kemenangan
politik yang dapat digunakan dalam sebuah sistem politik.
Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami
dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang
digunakan untuk perubahan jangka panjang. Misalnya strategi politik yang
digunakan oleh caleg incumbent dalam menghadapi pemilihan legislatif
2014 Kabupaten Jeneponto, dimana hasil yang diperoleh kemudian akan
10Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai. Pustaka Pelajar
Bekerja sama  dengan Universitas Wahid Hasim Semarang, Yogyakarta.h.21-22
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menentukan bagaimana kinerja pemerintahan di daerah tersebut
berlangsung untuk lima tahun ke depan.
Perencanaan strategi politik merupakan suatu analisa yang jelas
dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas mengetahui tujuan akhir
yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai
tujuan yang dimaksud. Pendeskripsian strategi politik, maka penulis
merasa perlu untuk membatasi pada strategi politik yang digunakan untuk
pemilihan legislatif 2014 dalam hal ini yakni strategi ofensif dan strategi
defensif. Hal ini mengingat bahwa pemaknaan terhadap strategi politik
tidak hanya pada pemenangan pemilu saja tetapi juga tentang sebuah
perencanaan untuk kinerja sistem dalam struktur politik yang akan
terbentuk. Kedua strategi inilah yang akan digunakan sebagai unit analisa
dalam hal pemilihan strategi politik.
2.1.1 Strategi Ofensif
Strategi ini dibutuhkan apabila partai politik atau calon
incumbentingin meningkatkan jumlah pemilihnya, harus ada pandangan
positif terhadap hal tersebut sehingga cara yang dapat digunakan adalah
melalui kampanye politik. Strategi kampanye adalah suatu proses yang
dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan
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pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak
sasaran yang telah ditetapkan.11
Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat.
Tugasnya adalah membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar
untuk mendukung calon. Kampanye yang berorientasi pada hubungan
masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon.
Ia mencoba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara
kelompok pemberi suara, menyebarluaskan pandangan sang calon
tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara
menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon.
Pada dasarnya strategi kampanye politik bertujuan untuk
membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para
pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para
pemilih tersebut dimaksudkan untuk memilih kontestan tertentu. Makna
politis inilah yang menjadi output penting dari strategi kampanye politik.
Strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengaruhi
pemilih, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap
keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat
diharapkan daripadanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru
di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada
11 Toni, Efrizah, Kemal, 2006, MengenalTeori-TeoriPolitik, Bandung: PenerbitNuansa, hlm 187
skripsi dari Verayanti Sumule 2006
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penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang
selama ini memilih partai pesaing.
Secara garis besar bahwa makna politis yang akhirnya tertanam
dalam benak pemilih merupakan hasil dari interaksi dua faktor. Pertama
adalah kualitas dan kuantitas dari stimulus politik itu sendiri. Kedua adalah
rujukan kognitif berupa kesadaran atau alam pikir seseorang yang
memaknainya. Apapun ragam dan tujuannya, upaya yang dilakukan
kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap
(attitude), dan perilaku (behavioral), yaitu :
1) Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan
perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini
pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran,
berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap isu tertentu.
2) Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap.
Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka,
kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi
tema kampanye.
3) Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk
mengubah perilaku khalayak secara kongkritdan terukur. Tahap ini
menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh
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sasaran kampanye.12
Tindakan kampanye politik yang persuasif menjadi titik tolak
kampanye. Ada beberapa macam teori kampanye, namun secara ringkas
Klingeman dan Romellan13 membedakan kampanye ke dalam kampanye
informatif dan kampanye komunikatif.
a. Kampanye informatif dilakukan secara satu arah dimana pesan-
pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada para
penerima kampanye, tidak terjadi dialog antara pelaku dan
penerima kampanye. Pelaku kampanye sepenuhnya
mengandalkan media massa, iklan, baliho, dan lainnya sebagai
media perantara untuk menyalurkan pesan-pesannya.
b. Kampanye komunikatif lebih berorientasi kepada khalayak dan
menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog khalayak
sasaran.
Strategi kampanye di atas perlu untuk di perhatikan sehingga
mampu mencapai hasil yang di inginkan.Strategi seperti ini perlu
dipersiapkan sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada
publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan
dengan penawaran partai-partai lainnya dan memanfaatkan situasi dan
kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya hal-hal yang menjadi
kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya, dapat menjadi
12Peter Schroder, 2004.Op.cit.h.24-25
13Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Fisosofi Sistem dan
Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.h.37-38
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kunci untuk merumuskan strategi ini. Partai politik harus lihai dalam
melihat celah yang dapat membawa keuntungan bagi incumbent.
Selain itu, terdapat produk baru yang ditawarkan yaitu politik baru
atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut perlu
diiklankan atau disebarluaskan kepada masyarakat, misalnya melalui
media massa. Produk politik yang dimaksud membutuhkan sesuatu yang
baru atau deskripsi baru dari keuntungan yang ditawarkan sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik dalam mencapai sebuah target. Hal ini
menyangkut adanya produk baru yakni program-program yang ditawarkan
oleh incumbent melalui pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik
dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu,
seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target.
2.1.2 Strategi Defensif
Strategi defensif digunakan apabila partai pemerintah atau sebuah
koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin
mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang
dicapai sebelumnya ingin dipertahankan.Strategi ini memanfaatkan
sebagai salah satu cara untuk memelihara dukungan suara.
Strategi defensif pada dasarnya merupakan strategi untuk
mempertahankan pasar. Hal inilah yang kemudian menempatkan strategi
ini sebagai strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas
pemerintah yang kemudian akan membuat partai politik untuk memelihara
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pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih
sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Terhadap partai oposisi
yang menyerang, partai pemerintah akan berusaha mengaburkan
perbedaan yang ada dan membuat perbedaan tersebut tidak dapat
dikenali lagi. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai rincian strategi
yang berbeda.14
Pada pemilihan sebelumnya yang hasilnya memberikan
kemenangan bagi incumbent, tentunya ada daerah-daerah yang
merupakan lumbung suara bagi incumbent yakni daerah-daerah yang
memberikan suara terbanyak atau kemenangan mutlak bagi incumbent.
Hal ini yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur bagi incumbent
dalam menggunakan strategi mempertahankan pasar. Artinya para
pemilih yang ada di daerah pemenangan tersebut tetap dikontrol oleh
incumbent agar dapat memberikan kemenangan yang sama pada
incumbent.
Penulis melilhat bahwa legislatif incumbent menyalurkan program
P2BN guna mempertahankan suaranya yang telah ada, dimana program
ini di jadikan alat kampanye, namun dilakukan dua tahun terakhir sebelum
pemilihan legislatif 2014. Dengan begitu incumbent terus mendapat
simpatik dukungan suara dari masyarakat agar pemilihnya tetap bertahan
hingga pemilihan 2014 berlangsungsuara dan memberikan kemenangan
bagi incumbent pada daerah pemilihan II Kabupaten Jeneponto.
14 Toni, Efrizah, Kemal, 2006, MengenalTeori-TeoriPolitik, Bandung: PenerbitNuansa, hlm 203
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2.1.3 Teori Pertukaran
Teori pertukaran sosial George Pascar Homans yang memandang
perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki
oleh masing- masing individu. Teori Homans ini berangkat dari asumsi
ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan
mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak. (Ritzer 2009:458).
Mengingat yang terlibat dalam proses politik tidak sebatas individu
namun juga melibatkan kelompok sosial (struktur sosial) yang lebih besar,
dan pada kasus ini kelompok tersebut memberikan pengaruh besar dalam
mengarahkan keputusan politik individu. Oleh karena itu, untuk tulisan ini
perlu menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau.
Tujuan dari teori pertukaran sosial Peter Blau adalah “memahami
struktur sosial berdasarkan analisis proses – proses sosial yang mengatur
hubungan antar individu dengan kelompok”.(Peter Blau dalam
Ritzer,2009:458). Menurut Ritzer analisis proses sosial bagi Blau adalah
memahami struktur sosial atau kelompok sosial sebagai upaya untuk
memahami perilaku individu yang merupakan bagian dari kelompok sosial
itu.
2.2 Teori Pertukaran dan Proposisi Homans
Teori pertukaran Homans adalah interaksi antar individu yang
melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar “imbalan dan
keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu”.
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Teori Homans tidak berhenti sampai pada persoalan itu. Jauh dari itu,
yaitu menguraikan proposisi- proposisi yang dapat menjelaskan secara
utuh proses pertukaran sosial.
Pertukaran sosial yang terjadi antar individu tidak berjalan statis,
karena tidak selamanya individu mendapatkan keuntungan dari proses
pertukaran sosial itu. Oleh karena itu, bagi Homans dalam teori pertukaran
sosial perlu dilakukan proposisi. Menurut Homans ada lima proposisi yang
dapat menjelaskan teori pertukaran sosial secara utuh, diantaranya;
proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi kelebihan
dan kekurangan, proposisi agresi – pujian, dan proposisi rasionalitas.
 Proposisi Sukses dan Perilaku Politik
Asumsi dasar proposisi sukses adalah “semakin sering tindakan
seseorang itu dihargai maka semakin sering orang itu melakukan tindakan
yang sama”. Sebaliknya, semakin sering tindakan seseorang itu gagal
atau tidak mendapatkan penghargaan maka tindakan itu tidak akan
diulangi lagi olehnya.
Proposisi ini menggambarkan teori pertukaran sosial yang dinamis,
dimana individu memiliki kesempatan untuk lebih leluasa melakukan
pertukaran sosial sesuai dengan kebutuhan individu itu. Kebenaran
proposisi sukses Homans yang menjelaskan teori pertukaran sosial. Pada
proses sosial (pertukaran sosial) individu mengutamakan untuk berada
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pada posisi sukses atau menguntungkan, jika tidak, tindakan itu tidak
akan dilakukan lagi.
 Proposisi Rangsangan, Jaringan Politik
Proposisi ini berbunyi “ Apabila pada masa lampau ada satu atau
sejumlah rangsangan didalamnya tindakan seseorang mendapat
ganjaran, maka semakin rangsangan yang ada menyerupai rangsangan
masa lampau itu, maka semakin besar kemungkinan bahwa orang
tersebut akan melakukan tindakan yang sama”. Dalam hubungan dengan
proposisi ini, Homans cenderung membuat generalisasi. Artinya
keberhasilan pada salah satu tindakan mengantar orang tersebut kepada
tindakan lainnya yang mirip. Proposisi rangsangan yang dikembangankan
oleh Homans ini sangat berguna untuk melihat bagaimana tindakan
jaringan politik pada proses pemilu.
 Proposisi Nilai
Proposisi ini berbunyi “ Semakin tinggi nilai tindakan seseorang,
maka semakin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang
sama”. Bila hadiah yang diberikan masing-masing kepada orang lain amat
bernilai, maka semakin besar kemungkinan aktor melakukan tindakan
yang dinginkan ketimbang jika hadiahnya tak bernilai.
Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah
adalah tindakan dengan nilai positif, makin tinggi nilai hadiah, makin besar
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kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan. Sedangkan
hukuman adalah hal yang diperoleh karena tingkah laku yang negatif.
Homans memperhatikan bahwa hukuman bukanlah merupakan cara yang
efektif untuk mengubah tingkah laku seseorang. Sebaliknya, orang akan
terdorong untuk melakukan sesuatu jika ia mendapat ganjaran.
 Proposisi Rasionalitas
Asumsi dasar proposisi rasionalitas adalah “orang membandingkan
jumlah imbalan yang diasosiasikan dengan setiap tindakan. Imbalan yang
bernilai tinggi akan hilang nilainya jika aktor menganggap bahwa itu
semua cenderung tidak akan mereka peroleh. Sedangkan imbalan yang
bernilai rendah akan mengalami petambahan nilai jika semua itu
dipandang sangat mungkin diperoleh. Jadi, terjadi interaksi antara nilai
imbalan dengan kecenderungan diperolehnya imbalan”.
Hal ini menunjukan adanya rasionalitas sikap politik masyarakat
dalam menetapkan pilihan politiknya. Mereka tidak lagi terjebak pada
kondisi yang sama. Mereka lebih maju dalam berfikir untuk kepentingan,
bahkan kepentingan pragmatis sekalipun. Imbalan yang paling diinginkan
adalah imbalan yang sangat bernilai dan sangat mungkin dicapai.
Sedangkan imbalan yang paling tidak diinginkan adalah imbalan yang
paling tidak bernilai dan cenderung tidak mungkin diperoleh. (Homans
dalam Ritzer, 2009:457).
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Proposisi Homans yang terakhir ini menjelaskan proses aktivitas
individu yang syarat dengan pragmatisme kepentingan. Dalam aktivitas
individu, nilai adalah segala- galanya, nilai mendorong untuk bertindak
dan juga dapat menghambat dalam bertindak, tergantung kelebihan dan
kekurangan dari nilai itu bagi individu yang menjalankannya.
Demikianlah beberapa proposisi yang dirumuskan oleh George
Homans untuk menjelaskan teori pertukaran sosial. Pada akhirnya
Homans melihat aktor sebagai seseorang yang mencari keuntungan.
Hukum ini tampak dalam dunia politik, seperti pada pemilihan kepala
daerah tahun 2010 di Kabupaten Dompu. Dalam dunia politik, sulit bagi
siapapun untuk menghindari hukum ini.
2.3 Teori Pertukaran Peter M. Blau
Teori Homans dianggap tidak bisa menjelaskan secara
komprhensif tentang perilaku politik dalam proses pemilihan kepala
daerah. Perilaku politik adalah perilaku yang terjadi didalam lingkungan
sosial seutuhnya, termasuk struktur sosial. Teori pertukaran sosial Peter
M. Blau membantu kita untuk melihat dan menganalisi perilaku politik
individu dalam kelompok sosial.
Blau lahir di Wina, Austria, 7 Februari 1918. ia bermigrasi ke AS
tahun 1939 dan menjadi warga AS tahun 1943. Tahun 1942 ia menerima
gelar BA dari Elmhrst College di Elmhurst,Illionis. Pendidikannya
terganggu karena perang dunia ke II dan ia bergabung dengan AD dan
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menerima penghargaan the Browzer Star. Setelah perang ia kembali ke
sekolah dan menyelesaikan pendidikannya, menerima Ph.D. dari
universitas Columbia tahun 1952. Blau mendapatkan penghargaan luas
pertama dalam sosiologi karena sumbangannya dalam studi tentang
organisasi formal.
Hasil studi empirisnya tentang organisasi dan buku ajar yang di
tulisnya tentang organisasi formal masih tetap di kutip secara luas dan ia
terus memberikan sumbangan yang berarti terhadap kajian tentang
organisasi formal ini. Ia pun menulis bersama Otis Dudley Ducan, the
American Occupational Structure yang memenangkan hadiah bergengsi
Sorokin Award dari the American Sociological Assosiations tahun 1968.
buku itu merupakan konstribusi yang sangat penting studi sosiologi
tentang stratifikasi sosial.
Meskipun ia terkenal berbagai karya, yang menjadi sasaran
perhatian kita di sini adalah kontribusi Blau terhadap sosiologi. Yang
menarik adalah ia telah memberikan kontribusi penting terhadap dua
orientasi teoritis yang berbeda. Bukunya Exchange and Power ini sicial
live (1964) merupakan komponen utama teori pertukaran masa kini.
Kontribusi utama Blau tentang teori pertukaran pada kelompok primer
pada berskala kecil di cobadi terapkan pada kelompok besar, meski
mengandung beberapa kelemahan, karya itu merupakan upaya penting
untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas
dan berskala kecil. Blau pun berada di barisan terdepan pakar struktural.
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Selama masa jabatannya selaku presiden The American
Sociological Association (1973-1974) ia menjadi teori struktural ini sebagai
tema pertemuan tahunan asosiasi sosiologi itu. Sejak itu ia telah
menerbitkan buku dan artikel yang di rencanakan untuk menjelaskan dan
mengembangkan teori struktural. Karya dibidang ini adalah the Struktural
Contexts of Opportunities(1994) dan crosscutting Social Circles edisi ke
dua(Blau dan Schwartz, 1997). Peter Blau meninggal pada 12 Maret
2002.
Pemikiran M. Blau tentang pertukaran sosial mendapatkan respon
positif dari banyak kalangan ilmuwan. Pertukaran sosial Blau merupakan
hasil dari kritikannya atas teori Homans tentang pertukaran sosial yang
menitik beratkan pada perilaku individu, menurut Blau malah sebaliknya,
hal utama untuk memahami fakta social adalah memahami struktur social
bukan individu seperti kajian Homans. Meskipun demikian, Blau mengakui
kajian perilaku individu adalah hal yang penting yang arus dilakukan untuk
menuju pemahaman yang lebih kompleks yaitu struktur sosial.
Inti dasar pemikiran M. Blau tentang pertukaran sosial: Pertama,
membedakan kelompok besar (organisasi) dengan kelompok kecil
(individu yang merupakan bagian dari organisasi atau menut Homans
perilaku individu), Kedua, pertukran sosial berlangsung antar individu
dengan kelompok. Ketiga, nilai norma sebagai perantara atau media
dalam aktivitas individu dan kelompok tersebut.
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 Pertukaran sosial antar individu dan kelompok dalam politik
Di era demokratisasi saat ini, untuk menjadi calon kepala daerah
harus melalui partai politik. Individu sebagai calon harus memiliki
kemampuan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik.
Bagi M. Blau pertukaran individu dan kelompok social tersebut berlaku
konsep norma. Konsep norma adalah aturan yang berlaku secara umum
dalam pertukrana sosial.
 Pertukaran Nilai, Individu, dan Partai Politik sebagai Kelompok
Sosial
Menurut M. Blau peran nilai dalam hubungan antar kelompok sosial
sangat dibutuhkan. Karena dengan nilai kelompok- kelompok sosial dalam
berinteraksi dapat terintegrasikan dan tercipta solidaritas antar mereka.
Partai politik yang melakukan koalisi dalam menyatukan kekuatan politik
adalah fakta sosial yang memperkuat argument M. Blau terkait peran nilai
dalam kelopok sosial itu. Koalisi partai politik ada aturan dan nilai sebagai
ikatan politik mereka. Dengan itu koalisi akan terjaga dari kepentingan
individu yang ada didalam partai politik itu sendiri.
 Pertukaran Sosial organisasi masyarakat dan Partai Politik
Ritzer (2009: 462) menguraikan bahwa analisis Blau membawa kita
semakin jauh dari versi teori pertukaran Homan. Individu dan perilaku
individu dua hal terpenting dalam pandangan Homan, nyaris tidak
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termasuk ke dalam konsepsi M. Blau. Yang menggantikan posisi individu
adalah beragam fakta sosial. Sebagai contoh, Blau membahas kelompok,
organisasi, kolektivitas, masyarakat, norma, dan nilai. Analisis Blau
terpusat pada hal- hal yang mencerai- beraikannya, yang jelas menjadi
pokok perhatin utama penganut fakta sosial.
Berdasarkan uraian Ritzer diatas, Blau lebih menekankan pada
sosiologi makro yang melihat fakta sosial pada struktur sosial yang ada
pada masyarakat itu, termasuk organisasi masyarakat, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan (birokrasi), Partai
Politik, dan organisasi sosial lainya.
Teori Blau membantu kita untuk mencermati bagaimana perilaku
antar organisasi dalam melakukan pertukaran sosial atau kepentingan
politik. Pada umumnya perilaku politik organisasi sama dengan perilaku
yang berlaku pada individu sebagaimana analisis Homans di atas. Yaitu
mencari posisi keuntungan atau imbalan dalam melakukan pertukaran
sosial. Bedanya adalah perilaku organisasi bersifat institusional yang
didalamnya terdapat nilai, norma dan aturan yang harus dipatuhi dan
dijalankan dalam melakukan pertukaran sosial itu.
2.5 Kerangka Pemikiran
Anggota legislatif memiliki pembidangannya masing-masing komisi
di sesuaikan dengan kewenangannya. Pada Komisi II : Bidang Ekonomi
dan keuangan, meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan
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dan kelautan peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan/logistik,
koperasi dan UKM, Pariwisata, Keuangan daerah, perpajakan retribusi,
perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan
penanaman modal.
Dari pembagian komisi beserta pembidangannya, makadalam hal
pengadaan Bibit dan mesin alsintan (handtractor) merupakan
pembidangan komisi II. Dalam pengadaan barang pertanian tersebut
maka komisi IImemiliki mitra kerja dengan dinas terkait yaitu Dinas
Pertanian.
Anggota legislatif di Kabupaten Jeneponto dalam mengawal
jalannya program P2BN yang bermitra dengan dinas pertanian, cenderung
memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi mereka melalui
mitra kerja tersebut. Melalui mitra kerja tersebut legislatif mampu
memperoleh dan menggunakan program ini dalam bentuk aspirasi.
Dengan aspirasi tersebut legislatif yang akan mencalonkan diri kembali,
mengharapkan mampu menarik simpatik dan dukungan suara masyarakat
utamanya konstituennya dengan memanfaatkan program P2BN ini.
Mengingat masyarakat akan menghadapi pemilihan legislatif 2014 (pileg).
Menjelang pileg 2014. Para kandidat telah mempersiapkan strategi
politik masing-masing dalam mengikuti kompetisi politik ini.Para calon
legislatif saling adu strategi, begitu juga dengan caleg-caleg incumbent.
Mereka merupakan elit-elit yang ingin memperoleh kekuasaannya kembali
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di kursi parlemen, dengan menawarkan berbagai program-program untuk
masyarakat.
Strategi politik tentu sangat penting dalam persaingan pemilu,
sehingga dalam mengatur dan menyusun strategi tersebut terdapat hal-
hal yang perlu diperhatikan.Dengan menyusun konsep strategi terlebih
dahulu, tentu akan memudahkan caleg incumbent. Akan mudah bagi
incumbrnt jika menggunakan strategi yang dapat menjadi memiliki modal
awal untuk mempermudah dalam mempengaruhi masyarakat.
Strategi ini digunakan untuk menambah perencanaan strategi,
seperti memanfaatkan program pemerintah. Pemanfaatan program itulah
yang menjadi modal awal agar masyarakat memiliki indikator awal untuk
mempengaruhi pemilih. Namun dalam memanfaatkan program
pemerintah, para caleg incumbent harus pandai melihat program apa saja
yang paling diminati masyarakat sehingga dengan mudah menarik
simpatik dan dukungan masyarakat.
Program yang paling banyak diminati masyarakat pada Daerah
Pemilihan II (Dapil) adalah program P2BN, yang merupakan daerah caleg
incumbent tersebut. Program P2BN menyediakan Bibit gratis, embung,
handtractor, sarana dan prasarana lainnya, karena dapil II merupakan
daerah penghasil pertanian yang baik, maka program P2BN ini selain
menjadi ketertarikan masyarakat, juga menjadi ketertarikan caleg
incumbent untuk memanfaatkan program tersebut. Jadi caleg incumbent
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cenderung memanfaatkan program P2BN ini, karena dilihat mampu
menarik simpatik dan dukungan masyarakat untuk mendulang suara
terbanyak pada pemilihan legislatif mendatang.
Strategi ofensif merupakan strategi yang dapat digunakan untuk
meningkatkan jumlah pemilihnya. Strategi seperti ini perlu di persiapkan
bagi kandidat sebagai sebuah strategi kampanye pengantar untuk
menjelaskan kepada publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik,
dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya dan memanfaatkan
situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat.
Sepertiyang ada pada Daerah Pemilihan II, caleg incumbent
memberikan penawaran berupa program P2BN. Menurut peneliti Program
ini ditawarkan karena merupakan strategi incumbent yang dilakukan
melihat kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor
pertanian.Jadi, P2BN ini dapat mempengaruhi pemilih pada daerah
tersebut, karena program ini dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat
menjadi kunci untuk merumuskan strategi dalam menggalang suara untuk
para caleg incumbent.
Strategi defensif digunakan apabila para caleg incumbent ingin
mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang
dicapai sebelumnya ingin dipertahankan. Strategi ini yang dibangun oleh
caleg incumbent sebagai salah satu cara untuk memelihara dukungan
suara. Strategi defensif yang dimaksud adalahHj irmawati dari partai
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Hanura yang merupakan caleg  incumbent dari daerah pemilihan II, caleg
ini menfaatkan program P2BN untuk mempertahankan suara mereka
pada daerah yang merupakan lumbung suara terbanyak atau
kemenangan mutlak bagi incumbent. Hal ini yang kemudian menjadi salah
satu tolak ukur bagi caleg incumbent dalam menggunakan strategi untuk
mempertahankan kekuasaannya. Artinya para pemilih yang ada di daerah
pemenangan tersebut tetap dikontrol oleh caleg incumbent agar dapat
memberikan kemenangan yang sama pada incumbent.
Hal-hal inilah yang dibutuhkan oleh caleg incumbent untuk dapat
kembali memenangkan hasil pemilu. Incumbent yang dapat diartikan
sebagai seorang yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan
atau pemegang kekuasaan dalam sistem politik, tentu membutuhkan
strategi yang dapat membuatnya kembali memperoleh kekuasaan di
daerah.
2.3 Skema Pemikiran
Strategi Politik caleg incumbent
Pemanfaatan Program Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN)
Dengan konsep strategi yang
digunakan ada 2 (dua) :
A. Ofensif
B. Defensif
Pemilihan legislatif 2014 di
Kab.Jeneponto pada
Daerah pemilihan (Dapil) II
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BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam bab ini peneliti akan membahas metode penelitian yang akan
digunakan dalam mengkaji masalah penelitian, dan beberapa aspek lainnya
sebagai berikut : Lokasi Penelitian, Tipe dan Dasar Penelitian, Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Kelima aspek tersebut
akan di uraikan lebih lanjut.
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Daerah pemilihan II (Dapil), Kecamatan
Kelara, Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang
menjadi pertimbangan untuk memilih Kecamatan Kelara sebagai locus
penelitian adalah :
a. Kecamatan Kelara merupakan daerah yang luas diantara 4 (empat)
Kecamatan lain yang berada di Dapil II
b. Kecamatan Kelara merupakan daerah penghasil pertanian yang
cukup besar di Kabupaten Jeneponto dan mayoritas
masyarakatnya adalah petani.
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metodologi kualitatif deskriptif analisis untuk menggambarkan dan
menganalisis, menghasilkan temuan atau kebenaran yang didalam
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penelitian kualitatif disebut kebenaran “intersubjektif”, yakni kebenaran
yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama,
seperti budaya dan sifat unik manusia, maka realitas kebenaran adalah
sesuatu yang “dipresepsikan” oleh yang melihat bukan sekedar fakta yang
bebas konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran merupakan bangunan
(konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan mencatat dan memahami
apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan.15
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif analisis. Deskripsi analisis adalah penelitian yang
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai strategi politik yang dilakukan oleh caleg incumbent.
3.3 Sumber Data
Pada penelitian ini menggunakan data yang menurut peneliti sesuai
dengan objek penelitian yang  mampu memberikan gambaran tentang objek
penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data
Sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau
daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan
15PrasetyaIrawan, Penelitian kualitatifdankwantitatifuntukilmu-ilmusosial (Jakarta: DIA FISIP
UI,2006),hal.5
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observasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data
yang didapatkan dari tokoh masyarakat di kec. Kelara
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari
buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan strategi
politik incumbent dalam pemilihan legislatif 2014. Data sekunder
merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau
dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari strategi politik
yang digunakan caleg incumbent untuk memperoleh kemenangan
kembali.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini yaitu : Wawancara Mendalam dan Arsip / Dokumen.
a. Wawancara Mendalam
Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu,
yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban.16Peneliti dalam
melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam,
16Lexy J. moleong, MetodePenelitianKualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005, hal. 186
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pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara tetap berada
pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat
pertanyaan-pertanyaan berlanjut.
Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara
mendalam (indeep interview) yang merupakan proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa
menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pedoman wawancara
digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa
yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah
aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan
pedoman tersebut interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan
tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus
menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara
berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam
penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni :
1. Tahap Persiapan Penelitian
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam
wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada
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yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk
mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah
mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat
perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk
melakukan wawancara.
Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman
observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku
subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting
wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan
langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun
apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin
mencatatnya setelah wawancara selesai.
Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti
bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah
subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan
dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan
wawancara.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat.
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman
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berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti
melakukan  analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-
langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab
ini. setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang
dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
Informan yang penulis wawancarai adalah:
Tabel. 02 Narasumber Penelitian
Narasumber Jabatan
H. Mahlil Sikki SE, MP Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab.
Jeneponto periode 2009-2013
Noer Ibrah Ibrahim, SP Staf Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian Kab. Jeneponto
Caleg Partai Hanura Hj. Irmawati Sila, SE
Caleg Partai PBB Marsudi, SE
Kepala Desa di Bonto Lebang Kec. Kelara Asri Majid
Petani Hammad
Petani Daeng Uppa’
b. Arsip/Dokumen
Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis
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gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat
memperkaya data yang dikumpulkan. Data-data ini didapat di Dinas
Pertanian, masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kelara.
3.5 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.17
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan
penjelasan mengenai strategi politik yang digunakan oleh caleg incumbent
dalam pemilihan legislatif 2014. Data dari hasil wawancara yang diperoleh
kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan
lapangan.
Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti
berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat
memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit
diungkapkan oleh metode kuantitatif.Analisis data adalah proses
penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai
sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.
17Lexy J. Moleong, MetodePenelitianKulaitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998, hal: 4
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan
dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan
merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa
komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi.
1. Reduksi Data
Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah, dengan
menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman MP3, field note, serta
observasi yang dilakukan peneliti selama berada dilokasi penelitian. Pada
tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan,
pemfokuskan, dan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil
wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan
membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-
batas permasalahan.
Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis yang akan
menyeleksi, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak
penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah
kesimpulan.Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil
wawancara yang berupa rekaman MP3, catatan lapangan, dan pengamatan
lainnya, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah data hasil
wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan
sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk tertulis, peneliti
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membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang perlu dicatat untuk
proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar data dapat diperoleh
lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Sampai disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan data-data
yang telah ada. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi yakni
check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data yang
lainnya. Apakah sumber data yang satu sesuai dengan data yang lainnya,
hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.
2. Sajian Data
Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan
penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data penulis dapat lebih
memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan
sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman
tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan
analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi,
dikategorisasi, dan check and recheck antara saru sumber data dengan
sumber yang lainnya. Sajian data dapat meliputi deskriftif, matriks dan table.
Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan mudah memahami dan
mengerti.
3. Penyimpulan Data
Dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti menemukan
berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada
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saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara,
kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan
dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau
menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh.
Penelitian berakhir ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh
dan setiap penambahan data baru, hanya berarti ketumpang tindihan.18
18Sanapiah faisal hal 76-80
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini peneliti akan memaparkan beberapa aspek yakni,
(4.1) Kondisi wilayah Kabupaten Jeneponto, (4.2) Kecamatan Kelara
Kabupaten Jeneponto, (4.3) kondisi politik dan pemerintahan pada Daerah
Pemilihan II di Kabupaten Jeneponto, (4.4) Data jumlah daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Anggota Legislatif 2014 daerah Pemilihan II di Kabupaten
Jeneponto, dan (4.5) daftar calon legislatif (incumbent) di Daerah
Pemilihan II pada pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto, (4.6)
Calon legislatif terpilih pada pemilu 2014 di Daerah Pemilihan II
Kabupaten Jeneponto, dan (4.7) Daftar Anggota Komisi di DPRD
Kabupaten Jeneponto. Yang akan diuraikan lebih lanjut
4.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Jeneponto
Sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, Kabupaten
Jeneponto mengalami beberapa kali pemekaran tingkat kecamatan, dan
sampai saat ini Kabupaten Jeneponto memiliki 11 kecamatan dan 113
desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82 desa). Pada awalnya Kabupaten
Jeneponto hanya terdiri atas 5 Kecamatan, hingga kemudian dimekarkan
menjadi 11 Kecamatan hingga saat ini yaitu Kecamatan Binamu, Turatea,
Batang, Tarowang, Kelara, Arung keke, Rumbia, Bontoramba, Tamalatea,
Bangkala, dan Kecamatan Bangkala Barat.
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Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto tahun 2010 tercatat
sebanyak 342.700 yang terdiri dari 166.384 laki laki dan 176.316
perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Binamu
sebanyak 52.420 penduduk dan terkecil di Kecamatan Arungkeke
sebanyak 18.233 penduduk. Dengan luas wilayah sebesar 749,79 km²,
rata- rata jumlah penduduk per 1 km² adalah 457 jiwa. Tingkat
pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi, tahun 2008 pertumbuhan
penduduk 0,48%, kemudian 0,55% di tahun 2009, dan 2,55% di tahun
2010, dengan rata-rata pertumbuhan 1,19%. Dengan jumlah Rumah
Tangga sebesar 76.530, didapatkan rata-rata jumlah anggota per rumah
tangga sebesar 4 orang.
Tabel I. Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan DPT di
Tahun 2014
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Bangkala 20.666 22.004 42.670
2 Bangkala Barat 9.972 10.762 20.734
3 Tamalatea 16.245 17.332 33.577
4 Bontoramba 14.776 15.775 30.551
5 Binamu 18.807 20.523 39.330
6 Turatea 12.963 20.523 33.330
7 Batang 7.919 8.850 16.769
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8 Kelara 10.509 11.682 22.191
9 Arungkeke 7.675 8.200 15.875
10 Rumbia 10.158 10.598 20.756
11 Tarowang 9.489 10.290 19.779
sumber : data KPU Kabupaten Jeneponto
Jeneponto terdiri dari beberapa instansi, yakni Dinas Pertanian,
Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, kantor bupati kabupaten jeneponto dan kantor DPRD
Kabupaten Jeneponto, yang terletak di pusat kecamatan kota yaitu
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
4.2 Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
Pada daerah pemilihan II Kecamatan Kelara merupakan daerah
yang dikenal sebagai daerah yang mempunyai kepadatan penduduk dan
luas  wilayah. karena hal tersebut, kemudian menjadi pertimbangan
pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk melakukan pemekaran, dan
pemekaran tersebut akhirnya dibentuk menjadi 5 kecamatan. Mulanya
lima Kecamatan ini merupakan desa/kelurahan yang berada dalam
Kecamatan Kelara, lalu kemudian dengan pertimbangan pemerintah
tersebut akhirnya dilakukan pemekaran pada tahun 2009. Lima
Kecamatan tersebut yakniKecamatan Kelara, KecamatanRumbia,
Kecamatan Batang, KecamatanArungkekedan KecamatanTarowang.
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Pemekaran ini juga dilakukan pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk
mempercepat pelayanan pada masyarakat dan juga pembangunan dalam
daerah.
Kecamatan Kelara terbagi beberapa desa, dan kelurahan.
Sebelumnya di kecamatan kelara ada desa Gantarang, dimana desa
tersebut dahulu adalah salah satu Desa terbesar di Kecamatan Kelara
sebelum pemekaran. Setelah di mekarkan maka terbentuklah beberapa
Desa diantaranya Desa Bontolebang, Desa Samataring, Desa Tombo-
Tombolo & yang terakhir adalah Desa Bontonompo. Adapun dalam
kecamatan kelara juga terdapat beberapa kelurahan yaitu Tolo, Tolo
Barat, Tolo Selatan, Tolo Timur, Tolo Utara. Jumlah penduduk yang
berada di kecamatan kelara secara keseluruhan berdasarkan DPT kab.
Jeneponto 23.380 jiwa. Untuk laki-laki 11.059 jiwa dan perempuan 12.321
jiwa.
Kecamatan kelara merupakan daerah potensial dalam sektor
pertanian. Kelara dikenal sebagai daerah penghasil pertanian yang sangat
baik, juga masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani atau mata
pencaharian dari hasiol pertanian, baik sawah maupun kebun. Seperti
misalnya, Gantarang yang merupakan sebuah Desa di Kecamatan Kelara
Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dahulu Desa
Gantarang adalah salah satu Desa terbesar di Kecamatan Kelara sebelum
pemekaran. Setelah di mekarkan maka terbentuklah beberapa Desa
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diantaranya Desa Bontolebang, Desa Samataring, Desa Tombo-Tombolo
& yang terakhir adalah Desa Bontonompo.
Meskipun sudah dimekarkan namun Kecamatan Kelara, maupun
desa gantarang tetap dikenal oleh desa lain maupun kecamatan lain di
Kabupaten Jeneponto. Pada umumnya masyarakat Desa Gantarang mata
pencahariannya adalah petani jagung dan beras, masyarakat desa ini
lebih menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil pertanian.
4.3 Kondisi Politik dan Pemerintahan pada Daerah Pemilihan II
Kabupaten Jeneponto
Pada daerah pemilihan II yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu,
Kecamatan Batang, Kecamatan Kelara, Kecamatan Arungkeke,
Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Tarowang. Jumlah pemilih terbanyak
berada pada Kecamatan Kelara dimana yang terdapat dalam Daftar
Pemilih Tetap, mencapai 23.380 jiwa, dibandikan 4 (empat) Kecamatan
lainnya, Kecamatan Batang terdiri dari 17.026, Kecamatan Arungkeke
terdiri dari 16.156, Kecamatan Rumbia terdiri dari 20.930, dan
terakhirKecamatan Tarowang terdiri dari 20.135.
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Kabupaten Jeneponto dibagi menjadi 4 (empat) daerah Pemilihan.
Daerah
Pemilihan
Jumlah
Kecamatan
Kecamatan Jumlah Kursi
Daerah
Pemilihan I
2 - Kecamatan Turatea
- Kecamatan Binamu
10 Kursi
Daerah
Pemilihan II
5 - Kecamatan Rumbia
- Kecamatan Batang
- Kecamatan Kelara
- Kecamatan Taroang
- Kecamatan Arungkeke
12 Kursi
Daerah
Pemilihan III
2 - Kecamatan Tamalatea
- Kecamatan
Bontoramba
10 Kursi
Daerah
Pemilihan IV
2 - Kecamatan Bangkala
- Kecamatan Bangkala
Barat
10 Kursi
Maka dapat dilihat bahwa dari keempat dapil diatas Daerah
Pemilhan II terdiri lima kecamatan dan ada 12 kursi yang disediakan
terkhusus untuk dapil II. Banyaknya kursi yang disediakan di daerah
pemilihan II alasannya karena, dilihat dari banyaknya Kecamatan
49
jugajumlah calon legislatif, maka banyak pula jumlah kursi yang
disediakan pada dapil II.
Jadi, melihat banyaknya calon legislatif dan jumlah kursi yang
disediakan, kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk menjadikan
daerah pemilihan II sebagai wilayah untuk melakukan penelitian, yang
kemudian di spesifikan ke kecamatan, yaitu Kecamatan Kelara.
Kecamatan Kelara merupakan daerah yang bukan hanya wilayah
yang memiliki jumlah penduduk yang banyak diantara empat kecamatan
lainnya, kelara juga merupakan daerah yang paling banyak disalurkan
program-program pertanian, yang menjadikan ketertarikan masyrakat
pada kecamatan kelara yang mayoritas petani. Beberapa caleg incumbent
juga berdomisili di kecamatan kelara, dan menjadikan kelara sebagai
lumbung suara mereka.
4.4 Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan legislatif di Daerah
Pemilihan II Kabupaten Jeneponto tahun 2014
Sesuai dengan ketentuan yang mengatur jalannya pemilihan
umum, maka persyaratan bagi masyarakat yang telah berhak
menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum yakni masyarakat
yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Warga yang memilih
adalah yg telah terdaftar dalam DPT yang telah di daftarkan oleh KPUD
Kabupaten Jeneponto. Berikut tabel daftar pemilih tetap saat pemilihan
legislatif pada daerah pemilihan II Kabupaten Jeneponto tahun 2014.
50
Tabel II. DPT Pemilihan Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan II
(Dapil) Kabupaten Jeneponto tahun 2014.
No Kecamatan DPT
1 Batang 16.769
2 Kelara 22.191
3 Arungkeke 15.875
4 Rumbia 20.756
5 Tarowang 19.779
Sumber : Pokja DPT KPUD Kab. Jeneponto, 2014
4.5 Data Calon Legislatif incumbent pada Daerah Pemilihan II
Kabupaten Jeneponto Tahun 2014
Sejak ditetapkan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun
2012 Pasal 1 yaitu Pemilihan Umum, yang selanjutnya Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang
melaksanakan Pemilihan umum legislatif secara langsung di tahun 2014
adalah Kabupaten Jeneponto. Kabupaten yang terdiri dari 11 kecamatan
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ini, melaksanakan pemilihan legislatif secara langsung pada tanggal 9
April 2014.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para elit politik untuk
mendapat peluang dudukdikursi parlemen di Kabupaten Jeneponto,
sehingga pada pemilihan legislatif ini, terdapat 139 calon legislatif dari
berbagai partai di daerah Pemilian II yang akan bersaing dalam pemilihan
legislatif secara langsung di Kabupaten Jeneponto tahun 2014. Calon
legislatif tersebut bergerilya untuk dapat memenangkan pemilihan legislatif
pada dapil II ini. calon legislatif pada daerah pemilihan II dari berbagai
partai politik, juga terdapat beberapa calon legislatif yang  merupakan
calon legislatif incumbent. Berikut daftar nama calon legislatif pada daerah
pemilihan II beserta partai politik.
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Nama-nama caleg Incumbent yang berada pada daerah Pemilihan II
Kabupaten Jeneponto.
4.6 Calon legislatif terpilih pada pemilu 2014 di Daerah Pemilihan II
Kabupaten Jeneponto
Calon legislatif dalam memenangkan kompetisi ini, membutuhkan
strategi yang dapat mewujudkan keinginannya menjadi calon wakil rakyat
terpilih untuk periode kedua. Strategi yang dibutuhkan oleh pasangan
calon ini adalah strategi yang benar-benar matang sehingga dalam
pelaksanaannya dapat membawa dampak positif serta hasil yang
diharapkan. Termasuk calon legislatif incumbent yakni Hj Irmawati dari
partai Hanura dan Masrudi dari partai PBB kedua calon legislatif ini
membutuhkan strategi politik yang tepat, karena itu salah satu strategi
yang dipilih oleh incumbent dengan menunggangi program pemerintah
No Nama Partai
1 Dr. Andi Tahal Fasni PKS
2 Drs. Andi Mappatunru PKB
3 Hj. Irmawati Sila, SE Hanura
4 Syamsul Tanro PPP
5 Marsudi, SE PBB
6 H. Syamsuddin, SE PAN
7 H. Abd. Haris Hamid, SH, MH PAN
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yakni program Peningkatan Produksin Beras Nasional (P2BN). Program
ini dianggap mampu menarik simpatik masyarakat.strategiini dianggap
dapat menjadi strategi politik yang efektif dan efisien jika menempatkan
cara-cara yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat pada daerah
tersebut dan disosialisasika selama masa kampanye.
Para calon incumbent ini memanfaatkan P2BN sebagai alat
politiknya yang dinaungi oleh Dinas Pertani dan anggota legsislatif
berperan dalam mengawal jalannya program pemerintah, juga
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.Dari aspirasi masyarakat itulah
legislatif dapat memanfaatkan program P2BN ini, dengan tujuan untuk
memperoleh suara pemilih yang nantinya dapat membawa keuntungan
pada hasil pemilihan.Jadi selama menjabat sebagai wakil rakyat dengan
memanfaatkan segala program pemerintah yang ada dalam daerah,
dianggap telah menjadi modal awal bagi mereka sebagaiincumbent.
Pada pembahasan ini peneliti memfokuskan masalah pada
pemanfaatan program P2BN yang digunakan oleh caelg incumbent pada
pemilu 2014 di daerah pemilihan II.Program tersebut merupakan strategi
yang digunakan oleh kandidat yang berasal dari komisi II.
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4.7 Daftar Anggota Komisi di DPRD Kabupaten Jeneponto.
Anggota legislatif memiliki pembidangannya masing-masing komisi
yang disesuaikan dengan kewenangannya yang ada di bawah ini:
a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan,
Kesehatan, Kesejahteraan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat,
Hukum/ Perundang- Undangan dan HAM, Kepegawaian/ aparatur,
perizinan, organisasi sosial politik, organisasi soasial masyarakat
dan pertahanan.
b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan keuangan, meliputi perdagangan,
perindustrian, pertanian, perikanan dan kelautan peternakan,
perkebunan, kehutanan, pangan/logistik, koperasi dan UKM,
Pariwisata, Keuangan daerah, perpajakan retribusi, perbankan,
perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan
penanaman modal.
c. Komisi III : Bidang Pembangunan, meliputi pembangunan
prasarana, wilayah, pemukiman, tata ruang, sumber daya air,
perhubungan dan informatika, pertambangan dan energi,
lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, media massa, kepemudaan dan olahraga, agama,
kebudayaan, sosial, rumah sakit, keluarga berencana, peranan
wanita dan transmigrasi.
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Berdasarkan pembidangan komisi diatas, maka berikut akan
diuraikan nama-nama anggota legislatif berdasarkan bidang dan
kewenangannya masing-masing komisi:
a. Komisi I
Ketua : Ibnu Hajar, SH
Wakil Ketua : H. Bakri Machmud, SE
Anggota : H. Bochari Bido, HS, SE
Syamsul Tanro, SH
H. Isnaad Ibrahim Lontang, SH
H. Muh. Natsir Nara
Hj. Hasni Sangngaji
Ahmad Yani
Herniat, S.Ag
Drs. H. A. Muslimin Sembo
Syamsuddin, SE
b. Komisi II
Ketua : Ir. H. Alamzah Mahadi Kulle
Wakil : Hj. Irmawati Sila
Anggota : Drs. Syamsuddin A Darjad
Marsudi, SE
Hj. Bunsuhari Baso Tika
H. burhanuddin, R. S. Pdi
Drs. Hasanuddin, MBA
H. Wafid Manyinggarri, SE
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Ikram Ishak Iskandar
H. Anas Kalanna, SE
c. Komisi III
Ketua : Drs. Andi Mappatunru, SH, MH
Wakil : H. Muhammda. S, S. Hi
Anggota : H. Abd. Haris Hamid, SH, MH
H. Sahria Lologau, S.Pd
H. Hasbullah, S. Hi
H. Zainuddin Bata
Ismail Dg. Ngemba
H. Abdul Salam Bella, SE
Ir. Syahrir BK
Mustafa Y
Rusdi Jaya
Dari pembagian komisi di atas maka dapat dilihat bahwa komisi II
merupakan anggota legislatif yang berkorelasi dengan Dinas
Pertanian.Maka peneliti berasumsi bahwa, anggota legislatif yang berada
pada komisi II, lebih mudah dan lebih banyak memanfaatkan program
P2BN tersebut sebagai alat politik dalam memobilisasi masyarakat.
Anggota dari komisi II memanfaatkan dengan sangat baik korelasi
tersebut, dengan begitu legislatif lebih leluasa dalam memanfaatkan mitra
kerja dengan Dinas pertanian. Sehingga keinginan dari legislatif
incumbent dapat dipenuhi oleh Dinas pertanian. Adanya  program P2BN
menambah keuntungan bagi mereka yang mencalokan kembali sebgai
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anggota legislatif untuk kedua kalainya, dan yang menjadi kandidat terpilih
pada pemilu 2014 pada daerah pemilihan II di Kabupaten Jeneponto
merupakan anggota dari Komisi II.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah
dilakukan dengan acuan untuk mengkaji strategi pemenangan calon
legislatif incumbent dengan salah satu strateginya memanfaatkan program
pemerintah sebagai jualan kampanye pada saat pemilu legislatif 2014
sebelumnya akan diuraikan mengenai pemilu legislatif 2014 pada daerah
pemilihan II di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
Menghadapi kompetisi politik yaitu pemilu perlu adanya persiapan
atau kiat-kiat dalam mengahadapi pertarungan politik. Adanya persiapan
yang matang akan mempermudah dalam menghadapi medan apapun
atau saingan apapun. Sebab, dalam pertarungan hanya di perlukan
strategi bagaimana menaklukkan lawan dan memenangkan pertarungan.
Maka dari itu adanya persiapan yang matang akan mendekatkan pada
kemengangan.
Strategi merupakan cara atau konsep yang telah disusun secara
matang yang kemudian akan memberi hasil kemenangan bagi kandidat itu
sendiri. Sebuah strategi diperlukan karena melihat kuatnya persaingan
politik dalam pesta demokrasi saat ini, membuat para calon harus
merancang strategi dengan sangat baik agar hasil yang diperoleh sesuai
dengan yang diharapkan. Maka dari itu berbagai strategi yang dilakukan
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oleh setiap calon legislatif, baik yang baru mencalonkan maupun yang
masih menjabat dan ingin mencalonkan kembali (incumbent).
Pemilihan legislatif pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten
Jeneponto berjalan aman, tertib, dan demokrasi. Banyaknya masyarakat
Jeneponto yang berpartisipasi menyumbangkan suaranya, mencoblos
calon legislatif pilihannya telah memperlihatkan mereka sebagai warga
negara yang demokratis. Hal ini mencerminkan bahwa sistem demokrasi
di Kabupaten Jeneponto ini masih sangat baik. Seperti pada wilayah
daerah Pemilihan II juga telah berjalan baik, tertib dan aman. Hal ini
sesuai dengan yang dikatakan oleh caleg incumbent terpilih Hj. Irmawati:
“pemilihan umum 2014 ini sudah berjalan dengan baik, tertib dan
sesuai dengan harapan, mengapa saya katakan demikian karena
hasil menunjukkan bahwa masyarakat sudah menjadi pemilih yang
cerdas, mereka tau siapa yang layak dan tidak layak untuk
mewakili mereka diparlemen”.
Penulis melihat bahwa pada Pileg 2014 ini, telah berjalan dengan
baik, tertib dan sesuai dengan harapan incumbent tersebut. Incumbent
memandang bahwa masyarakat telah cerdas memilih siapa yang layak
dan tidak layak untuk mewakili mereka di parlemen. Melihat jalannya
pemilu 2014 saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten
Jeneponto mempunyai antusias yang sangat tinggi terhadap pemilu. Hal
ini dikarenakan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan hak
pilihnya untuk memilih menunjukkan masyarakat pada dapil II ini
merupakan warga negara yang baik dan demokratis, sehingga pemilu
yang diselenggarakan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan teratur. Hal
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ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai dapat memilih caleg yang
sesuai dengan pilihannya.
Kabupaten Jeneponto dibagi menjadi 4 (empat) daerah Pemilihan
yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Daerah Pemilhan I terdapat 2
(dua) kecamatan yaitu, Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea.
Untuk Daerah Pemilihan II terdapat 5 (lima) kecamatan yaitu, Kecamatan
Batang, Kecamatan Kelara, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Arungkeke
dan Kecamatan Taroang. Untuk daerah Pemilihan III terdapat 2 (dua)
Kecamatan yaitu Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Bontoramba.
Untuk daerah Pemilihan VI terdapat 2 (dua) kecamatan pula yaitu
Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat. Pada pembagian
kursi masing-masing daerah pemilihan I, III dan IV, terdiri atas 10
(sepuluh) kursi, dan terkhusus daerah pemilihan II terdiri dari 12 kursi.
Banyaknya kursi yang di sediakan untuk daerah pemilihan II di lihat
dari banyaknya Kecamatan dan jumlah calon legislatif pada daerah
pemilihan II. Antusias masyarakat yang datang ke TPS pada pesta
demokrasi saat ini, juga menambah  semangat para calon legislatif untuk
tetap optimis memperoleh kemenangan pada pileg 2014 ini.
Pada daerah pemilihan II ini selain merupakan daerah yang jumlah
calon legislatifnya sangat banyak, selain itu daerah pemilihan II juga
terdapat 5 (lima) kecamatan dan adapun terdapat Kecamatan yang luas
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wilayahnya cukup dikenal di antara empat Kecamatan lainnya pada dapil
II, yakni Kecamatan Kelara.
Kecamatan Kelara merupakan kecamatan yang memiliki luas
wilayah yang cukup besar diantara empat kecamatan lainnya yang berada
pada daerah pemilihan II. Kecamatan kelara juga memiliki jumlah
penduduk yang sangat banyak. Berdasarkan data KPU pada DPT saja
Kecamatan Kelara memiliki jumlah pemilih terbanyak. Kecamatan Kelara
juga merupakan wilayah yang dikenal sebagai daerah yang potensial,
mengapa dikatakan demikian? karena Kecamatan Kelara merupakan
daerah penghasil pertanian yang sangat baik. Sehingga di Kecamatan
Kelara cukup dikenal dengan wilayah yang masyarakatnya mayoritas dari
kalangan petani. Masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya
pada hasil pertanian mereka.
Pada pemilu 2014 ada fenomena yang menarik pada daerah
pemilihan II ini, di Kecamatan Kelara para caleg incumbent yakni Hj.
Irmawati dan Marsudi berkampanye dengan menjanjikan beragam
program-program untuk masyarakat. Program-program yang di tawarkan
di antaranya merupakan program pertanian.  Peneliti melihat Ini dilakukan
sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk menarik simpatik
masyarakat sehingga dapat terpilih kembali.
Pada hakikatnya, strategi dalam komunikasi politik adalah
keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan
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saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu,
merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan
merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik
untuk mencapai tujuan politik ke depan, terutama memenangkan
pemilihan umum.19
Prihatmoko menjelaskan bahwa strategi sebagai seni yang
melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua
sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh
keuntungan yang maksimal dan efisien. Artinya strategi menghasilkan
gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi.
Dari uraian tersebut menyiratkan bahwa, strategi yang digunakan
oleh kedua incumbent ini Hj irmawati dan Marsudi dalam memenangkan
pemilihan umum legislatif di daerah pemilihan II Kabupaten Jeneponto
merupakan segala keputusan dan tindakan yang dilakukan secara
terencana dengan penuh pertimbangan atau perhitungan yang matang.
Sehingga strategi tersebut dikemas dalam strategi politik untuk
menghadapi pertarungan politik dengan kandidat lainnya.
Pada kompetisi pemilihan legislatif 2014 di daerah pemilihan II,
para calon legislatif saling beradu strategi untuk memperoleh kemenangan
dan strategi yang digunakanpun di harapkan mampu mempengaruhi
pemilih. Diketahui bahwa strategi memang sangat diperlukan dalam
19Arifin, Anwar. Komunikasi Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011.h.235-236
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mengahadapi kompetisi politik untuk mencapai apa yang telah menjadi
harapan bagi kompetitor itu sendiri.
Strategi yang digunakan pada saat berkampanye di masyarakat
dengan menawarkan program-program menarik untuk masyarakat
bukanlah berasal dari caleg itu sendiri, melainkan mengkampanyekan
program-program pemerintah yang telah lama berjalan yakni program
pertanian. Strategi yang dilakukan oleh para caleg incumbent ini, di
sesuaikan dengan kondisi pada daerah tersebut. Daerah yang dianggap
berpengaruh untuk mengkampanyekan program-program pertanian dan
juga berpengaruh pada pilihan masyarakat yakni Kecamatan Kelara.
Karakteristik masyarakat di Kecamatan Kelara sudah dikenal merupakan
masyarakat yang mayoritas petani.
Masyarakat yang mayoritas petani ini membuat Kelara merupakan
wilayah yang sangat strategis oleh caleg dalam memperoleh suara.
Kalangan mayoritas petani menjadi peluang yang sangat baik oleh
incumbent agar lebih mudah mempengaruhi masyarakat pada daerah
tersebut, dengan menjanjikan beragam program-program pertanian, hal ini
menyebabkan masyarakat di Kecamatan Kelara mudah untuk di
mobilisasi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu calon legislatif incumbent
terpilih Marsudi dari partai PBB berikut petikan hasil wawancaranya:
“aspirasi-aspirasi memang sangat berpengaruh, apa lagi melihat
kondisi masyarakat di kecamatan kelara mayoritas petani, maka
kita mengupayakan untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi
dan kebutuhan masyarakat. Bibit gratis sebenarnya sudah
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menjadi program pemerintah jadi kita tinggal menindak lanjuti
dalam menyalurkan bibit itu untuk mempermudah masyarakat
dalam memperoleh kebutuhannya. Dan dalam kampanye saya,
saya juga mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh
masyarakat insya Allah saya akan penuhi.”20
Dari hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa caleg
mengkampanyekan program pertanian di Kelara untuk mempengaruhi
pemilih. Adapun program yang di kampanyekan atau digunakan seperti
bibit gratis. Dimana Bibit gratis merupakan program pemerintah yang telah
lama berjalan dan sekarang sudah dikemas dengan  program yang lebih
baik lagi yaitu program P2BN. Diketahui bahwa bibit gratis merupakan
bagian dari pogram P2BN, yang telah lama dijalankan oleh Dinas
Pertanian Kabupaten Jeneponto, namun incumbent menggunakan
program ini dengan tujuan untuk mendapat simpatik dan dukungan suara
masyarakat di Kecamatan Kelara.
Seperti yang dikatakan Prihatmoko bahwa strategi politik adalah
segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih
kursi dalam Pemilu.21 Pola dasar strategi yang diperlukan harus dikenali
agar dapat menetapkan pilihan strategi yang tepat. Dalam setiap pola
dasar, dimana pilihan tersebut didasarkan pada citra yang diinginkan dan
tujuan yang hendak dicapai.
20 Hasil wawancara bersama kandidat PBB di Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23
april 2014
21Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai. Pustaka Pelajar
Bekerja sama  dengan Universitas Wahid Hasim Semarang, Yogyakarta.h.21-22
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Dalam kajian ilmu politik, strategi politik selalu menjadi
pembahasan yang menarik. Pembahasan ini terkait adanya keinginan
aktor atau elit politik untuk menjadi seorang pemimpin dalam struktur
pemerintahan. Keinginan ini mendorong para aktor atau elit politik untuk
menggunakan strategi politik dalam mencapai cita-cita politiknya, tidak
terkecuali dengan incumbent.
Strategi politik merupakan sebuah cara yang digunakan dalam
dunia politik termasuk dalam menghadapi pemilihan legislatif. Strategi
yang digunakan diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi
kompetitor yang beberapa diantaranya adalah incumbent. Strategi
pemenangan yang dibutuhkan oleh incumbent membutuhkan kematangan
perencanaan guna memasarkan program-program politiknya.
Incumbent yang bersaing dengan para kompetitor lainnya wajib
mengikuti aturan yang berlaku dalam menjalankan strategi politiknya.
Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, ada syarat-syarat
yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh calon legislatif dalam masa
kampanye guna menciptakan pemilihan yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
Strategi yang dilakukanpun beragam baik calon baru maupun calon
incumbent. Tetapi dari berbagai strategi yang dilakukan para calon,
adapun yang menarik dari salah satu strategi yang digunakan oleh calon-
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calon legislatif dalam hal ini incumbent. Dimana para calon incumbent
tersebut menggunakan strategi dengan memanfaatkan program
pemerintah untuk menarik suara simpatisannya baik simpatisan yang
sudah ada dan terus ingin dipertahankan (defensif), maupun menambah
jumlah simpatisannya atau pemilih baru (ofensif).
Dari uraian di atas maka pada hasil penelitian dan bagian dari
pembahasan sebelumnya, akan dibahas 2 (dua) aspek. Pertama, strategi
ofensif, dan kedua strategi defensif. Kedua aspek tersebut akan di uraikan
lebih lanjut.
5.1.3 Strategi Ofensif
Strategi politik ofensif merupakan strategi kampanye politik yang
digunakan untuk mempengaruhi pemilih, yang harus dijual atau
ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu
serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya
sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih
yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau
penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih
partai pesaing.
Kompetisi politik saat ini, seperti pemilihan legislatif 2014 dengan
banyaknya pesaing-pesaing baru, para incumbent merasa membutuhkan
strategi politik agar dapat memenangkan kompetisi politik sehingga dapat
terpilih kembali. Keinginan para incumbent untuk kembali memenangkan
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pemilihan tentunya tidak semudah pada periode sebelumnya. Fenomena
pendatang baru yang lebih memperhatikan medan dan mempersiapkan
strategi yang tentunya lebih banyak menjadi alasan kuat dari seorang
incumbent untuk terus mempertahankan dan menambah suara
sebelumnya.
Jabatan yang dimiliki oleh incumbent sebelumnya, tentunya akan
diperhatikan dan dikoreksi dengan baik oleh para kompetitor pendatang
baru untuk melemparkan isu-isu di masyarakat, serta mengambil suara
dari kandidat incumbent tersebut. Hal ini jelas harus menjadi perhatian
yang serius bagi seorang kandidat incumbent. Dalam strategi politik dilihat
dari konteks aktivitas politik, membutuhkan adanya pemasaran politik. Hal
tersebutlah yang seyogyanya menjadi perhatian oleh seorang incumbent.
Pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat incumbent
tentunya bertujuan tidak hanya menarik simpatik konstituen sebelumnya,
melainkan juga menarik masyarakat yang tidak memilihnya pada periode
sebelumnya. Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan
adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat dan program yang
dilakukan oleh para elit politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu.
Hal ini di tujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan mengubah
wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai
dengan keinginan pemberi informasi.
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Seperti yang dikemukakan oleh Bruce I. Newman dan Richard M.
Perloff dalam tulisannya, mendefinisikan pemasaran politik sebagai
aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka
ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan analisis,
pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye oleh
kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu
yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik terhadap ideologi
mereka.22
Salah satu cara atau strategi yang digunakan dalam memasarkan
program-program politiknya adalah melalui kampanye politik. Kampanye
politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi
dalam waktu tertentu. Istilah kampanye berasal dari bahasa Inggris yaitu
campaign. Secara umum, kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan
komunikasi verbal dan nonverbal secara persuasif. Rogers dan Storey
(1987) menyatakan bahwa kampanye merupakan serangkaian kegiatan
komunikasi antar organisasi dengan tujuan menciptakan dampak tertentu,
terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam
periode tertentu.23
Jabatan politik yang dipegang sebelumnya oleh kandidat incumbent
memberikan modal untuk memasarkan program-program politiknya. Modal
tersebut dapat terealisasikan langsung dengan kinerja yang dilakukan
22Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc. 2009. Komunikasi Politik. Rajawali Press. Hlm 277
23Prof. Dr. Anwar Arifin, 2011, Komunikasi Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm: 153
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atas jabatan politik yang dimiliki sebelumnya. Sehingga yang perlu
diperhatikan oleh seorang kandidat incumbent hanyalah membangun
korelasi yang kuat terhadap masyarakat yang sekaligus dapat sejalan
dengan terbangunnya karakter kandidat sehingga mampu menarik
simpatik masyarakat secara keseluruhan.
Peluang ini tentunya dapat dijadikan acuan oleh kandidat
incumbent untuk menambah suara dari masyarakat yang tidak memilihnya
pada periode sebelumnya. Korelasi yang di bangun tentunya tidak secara
instan, dibutuhkan konsep yang matang dalam membangun hubungan
baik dengan masyarakat. Konsep tersebut apabila dijalankan dengan baik
dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah suara
konstituen kandidat itu sendiri.
“pak marsudi bilang kalau dia diikuti mauji na penuhi kebutuhan ta
apalagi masalah bibit, traktor dan lain-lain, karena dia bilang dia di
komisinya yang kerjasama dengan dinas pertanian jadi kalo kita
butuh apa-apa masalah pertanian dia bisa langsung sampaikan ke
pertanian, jadi mending dia tommi di pilih.”24
Dari hasil wawancara tersebut penulis melihat, bahwa incumbent
dalam meyakinkan masyarakat dengan memberitahukan bahwa, dengan
mendukung incumbent tersebut kebutuhan mereka dalam pertanian, baik
itu bibit, maupun traktor dan lain-lain akan sangat mudah di penuhi oleh
incumbent tersebut. Hal ini dikatakan mudah karena pada komisinya yaitu
komisi II yang bermitra dengan Dinas Pertanian lebih memudahkan dalam
menyampaikan aspirasi masyarakat  dalam memenuhi segala kebutuhan
24 Daeng Kaca salah satu warga Kecamatan Kelara Kab. Jeneponto
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yang menyangkut bidang pertanian. Jadi dengan strategi tersebut
memudahkan incumbent dalam mempengaruhi dan menarik simpatik para
pemilih.
Salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat incumbent yang
terpilih adalah dengan memanfaatkan program P2BN. Adapun 5 macam
bantuan yang diberikan kepada pemilih yaitu pembagian bibit gratis,
pupuk gratis, pembuatan jalan tani, saluran irigasi, dan handtractor.
Sesuai yang dikemukakan oleh Homans, bahwa Asumsi dasar proposisi
rasionalitas adalah “orang membandingkan jumlah imbalan yang
diasosiasikan dengan setiap tindakan. Imbalan yang bernilai tinggi akan
hilang nilainya jika aktor menganggap bahwa itu semua cenderung tidak
akan mereka peroleh. Sedangkan imbalan yang bernilai rendah akan
mengalami petambahan nilai jika semua itu dipandang sangat mungkin
diperoleh. Jadi, terjadi interaksi antara nilai imbalan dengan
kecenderungan diperolehnya imbalan”.
Mengapa incumbent menggunakan program pertanian sebagai
strategi untuk memperoleh suara? ini dilakukan karena incumbent melihat
kondisi masyarakat di Kecamatan Kelara merupakan masyarakat yang
mayoritas berasal dari kalangan petani. Maka peneliti berasumsi bahwa
masyarakat Kecamatan Kelara mudah di mobilisasi dengan program
pertanian sehingga mampu menarik simpatik para pemilih di Kecamatan
Kelara.
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Seperti yang dilihat oleh peneliti, masyarakat Jeneponto utamanya
di Kecamatan Kelara merupakan masyarakat yang  mayoritas berprofesi
sebagai petani. Sebagai lahan masyarakat mencari nafkah, serta
menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian menjadikan pembagian
bibit gratis sangat diminati masyarakat. Hal ini dilakukan incumbent untuk
mendapatkan pemilih baru, yang tidak memilihnya pada periode
sebelumnya. Dengan memberikan bibit gratis tersebut pada salah satu
konstituennya yang telah memilihnya pada periode lalu, ini mampu
menarik perhatian masyarakat yang masih bingung menentukan pilihan
siapa yang akan dipilihnya pada pemilihan legislatif saat itu. Strategi ini
dilakukan agar masyarakat yang belum menentukan pilihannya menjadi
terpengaruh dan mau mendukung incumbent tersebut agar mendapatkan
bibit gratis. Seperti pada hasil wawancara di bawah ini :
“saya dulunya pendukung pak samsuddin, tapi saya tidak pernah
mendapatkan apa-apa selama dia menjabat, dan waktu sy liat
hamma’ mendapat bantuan dari hj. Irma sy jadi terpengaruh untuk
ikut dengan pilihannya hamma’, untuk apa dipilih yang tidak punya
apa-apa, tidak memberikan kita apa-apa. Kalau hj. Irma sudah ada
bukti dia menepati janjinya pada hamma’, dia kasi terus bibit dari
tahun 2011 sampai saat ini masih diperhatikan sama hj. Irma. Jadi
saya lebih baik ke hj irma saja, karena sudah terbukti dilapangan,
bukan lagi sekedar janji-janji.”25
Berdasarkan pendapat informan di atas dg upa berpaling ke caleg
lain yang hanya menguntungkan baginya. Dengan melihat Hamma’ yang
di berikan bibit grtais oleh incumbent Hj. Irmawati inilah yang membuat dg
upa berpaling ke incumbent tersebut. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa
25 Hasil wawancara dengan dg upa, Salah satu warga di Kecamatan Kelara yang juga memiliki hak
pilih
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masyarakat yang jenuh akan janji-jani politik oleh para calon wakil rakyat
yang dulunya terpilih lantas tidak memenuhi yang telah di janjikan ke
masyarakat, akan sangat mudah berpaling ketika melihat legislatif yang
mampu memenuhi apa yang menjadi aspirasi konstituennya. Hal inilah
yang dilakukan oleh Hj. Irmawati strategi yang dilakukan dengan
memperlihatkan ke para pemilih lain bahwa dia mampu membuktikan
janji-janjinya di masyarakat. Dengan menggunakan program P2BN
masyarakat di kecamatan kelara begitu terpengaruh dengan program-
program pertanian, hal tersebut begitu dinantikan oleh para pemilih. Jadi
peneliti melihat, bibit gratis dijadikan sebagai jualan kampanye bagi
incumbent. Program-program pertanian yang dijadikan sebagai strategi
kampanye oleh incumbent merupakan program pemerintah sejak lama.
Strategi politik itu juga bertujuan untuk mewujudkan segala rencana
yang telah disusun yang kemudian menjadi satu fokus utama dalam
sebuah pemilihan yaitu memperoleh suara terbanyak sebagai bentuk
kemenangan untuk memperoleh kursi pada pemilu. Kekuasaan inilah
yang menjadi tujuan utama dari sebuah strategi karena kemenangan
merupakan politik yang dapat digunakan dalam sistem politik.
Strategi politik dengan memanfaatkan program P2BN yang
dilakukan oleh incumbent merupakan salah satu strategi yang
berpengaruh di masyarakat. Namun melihat fenomena tersebut, kemudian
memunculkan pertanyaan, apakah masyarakat tidak mengetahui bahwa
bibit gratis merupakan program pemerintah yang disebut dengan program
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P2BN? Peneliti mengajukan pertanyaan ini pada salah satu masyarakat di
Kecamatan Kelara, berikut hasil wawancaranya:
“saya memilih caleg yang memperhatikan nasib petani, ada caleg
yang menjanjikan bibit gratis itu yang saya pilih. Saya tidak tau apa
itu P2BN, yang saya tau ituji bibit gratis dan pupuk gratis. Saya
memilih pak marsudi karena beliau mengatakan apapun yang kami
butuhkan dia akan penuhi”26
Dari hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa
masyarakat tidak mengetahui program P2BN. Masyarakat hanya
memandang calon legislatif yang memandang dan memperhatikan nasib
petani. Masyarakat akan memilih jika di janjikan apapun yang
dibutuhkannya dapat di penuhi oleh calon legislatif jika terpilih kembali
baik calon baru maupun incumbent. Di Kecamatan Kelara beberapa di
antaranya tidak mengetahui program P2BN, yang dimana mereka berhak
memperoleh dan menikmati program tersebut utamanya mereka dari
kaum petani. Inilah mengapa masyarakat di kecamatan kelara sangat
mudah di mobilisasi oleh para caleg utamanya incumbent, karena
ketertarikan mereka akan penawaran pogram-program pertanian.
Hal ini diperkuat oleh yang dikatakan oleh Homans bahwa asumsi
dasar proposisi sukses dalam teori pertukaran sosial adalah “semakin
sering tindakan seseorang itu dihargai maka semakin sering orang itu
melakukan tindakan yang sama”. Sebaliknya, semakin sering tindakan
seseorang itu gagal atau tidak mendapatkan penghargaan maka tindakan
itu tidak akan diulangi lagi olehnya.
26 Hasil wawancara dengan ibu tanti salah satu warga kecamatan kelara kabupaten jeneponto
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P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional) merupakan program
yang memberikan Bibit, pupuk, racun dan berbagai sarana dan prasarana
pertanian lainnya. Program ini disediakan pemerintah untuk masyarakat
kalangan petani dan diberikan secara gratis. Program ini hadir sejak tahun
2011 hingga saat ini.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai program P2BN merupakan
peluang yang sangat baik untuk menarik simpatik masyarakat, dalam hal
ini para pemilih. Sehingga terbangunnya karakter kandidat yang
menjalankan jabatannya dengan baik. Hal ini terlihat di mata masyarakat
dengan perealisasian program yang memberi banyak manfaat terhadap
kehidupan masyarakat di Kecamatan Kelara, utamanya kaum petani. Jadi
sangat wajar jika P2BN menjadi sangat berpengaruh di masyarakat,
program yang begitu diminati oleh masyarakat di Kecamatan Kelara,
sehingga incumbent melakukan pemanfaatan program ini sebagai jualan
kampanye untuk menarik simpatik pemilih.
Hal ini juga di benarkan oleh Mahlil Sikki yang mengatakan bahwa:
“program P2BN dalam hali ini bibit gratis, merupakan program yang
paling diminati kaum petani. Program ini akan sangat berpengaruh
jika di berikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Karena dengan adanya bibit gratis ini akan menambah produksi
petani. Dan jika dikatakan apakah ini berpengaruh, yah memang ini
sangat berpengaruh. Seperti di kecamatan kelara yang
masyarakatnya banyak dari kalangan petani, P2BN ini menjadi
program yang sangat diminati masyarakat.”
Senada dengan hasil wawancara tersebut, salah satu kandidat
incumbent juga menyatakan bahwa:
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“program bibit gratis atau jalan usaha tani sangat berpengaruh,
karena kita tahu kalau program itu sudah ada sejak lama, tapi tidak
begitu di ketahui masyarakat, jadi masyarakat ketika menerima
bantuan dari incumbent, masyarakat jadi mendewakan mi
incumbent, jadi tanpa perlu menggunakan cara-cara yang instan
yang seakan memaksa, masyarakat sudah terdorong dengan hati
nuraninya dengan adanya bantuan bibit gratis dari incumbent. jadi
program ini sangat berpengaruh memang bagi keterpilihan
incumbent.
Pembagian bibit gratis dan pembuatan jalan tani, membuat
masyarakat seakan mendewakan incumbent. Masyarakat merasa di
perhatikan dengan bantuan dari incumbent tersebut, hal ini tentu menjadi
ketertarikan masyarakat, dengan memberikan bantuan tersebut incumbent
dianggap tidak perlu menngunakn hal-hal yang instan karena dengan
memperhatikan kondisi masyarakat dan mampu memenuhi apa yang
menjadi kebutuhannya akan mempermudah incumbent dalam menarik
simpatik para pemilih dan hal ini dianggap salah satu faktor keterpilihan
incumbent tersebut.
Jadi, Penulis meyimpulkan bahwa strategi kandidat incumbent
dengan menjadi penunggang gratis (free rider) atas sebuah program
pemerintah tentunya memberikan dampak positif terhadap peningkatan
suara kandidat. Hal ini terjadi karena karakter memilih masyarakat yang
lebih partisipatif sehingga tanpa perlu adanya mobilisasi, mayarakat telah
mampu memilih kandidat tersebut. Karakter masyarakat yang partisipatif
terbangun dari hubungan sosial antara incumbent dan konstituen yang
dijalankan jauh sebelum pemilihan umum. Sehingga menghasilkan
konstituen yang lebih partisipatif dan lebih loyal kepada incumbent.
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Strategi yang dilakukan oleh incumbent tersebut serupa dengan
konsep strategi politik ofensif yakni strategi yang dilakukan incumbent
untuk manambah jumlah pemilihnya dari pemilih yang sudah ada. Strategi
tersebut dilakukan dengan cara menawarkan program-program yang lebih
menarik dibandingkan penawaran-penawaran calon legislatif lainnya.
Penulis melihat bahwa strategi yang digunakan incumbent tersebut
merupakan cara untuk membangun atau menambah kepercayaan
masyarakat kepada calon-calon wakil rakyat, yang mulai cenderung apatis
dengan pemilu. Pada awalnya warga Kecamatan Kelara utamanya dari
kalangan petani (kalangan menengah kebawah), cenderung apatis
dengan adanya pemilu. Mereka menilai bahwa berpartisipasi pada pemilu
tidak akan berdampak apa-apa bagi mereka. Mereka hanya dibutuhkan
pada saat tertentu, ketika para calon mengharapkan untuk dipilih pada
pemilu, setelah itu para elit melupakan mereka dari kalangan menengah
kebawah dan hanya akan lebih ingin berkorelasi pada petinggi-petinggi di
daerah, atau dalam kecamatan hanya para kepala kecamatan, kepala
desa dan kepala dusun saja.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu warga Kecamatan Kelara desa
bontolebang yang juga memiliki hak pilih:
“sekarang masyarakat sudah pintar, mereka tidak lagi mau
dibohongi oleh caleg-caleg, mereka akan mencari kita ketika
mereka butuh, yah sepertimi saya waktu pemilihan legislatif ini,
mereka semua berjanji akan menjunjung tinggi kepentingan
masyarakat, saat sudah terpilih mereka lupa dengan kita. Jadi,
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sekarang masyarakat hanya ingin memilih caleg-caleg yang bisa
memberi mereka keuntungan, jadi ada barang ada suara”.27
Berdasarkan, pendapat dari informan di atas, peneliti melihat
bahwa telah muncul sikap ketidakpercayaaan lagi terhadap wakil-wakil
rakyat yang menjabat sebagai anggota legislatif. Hal ini disebabkan
karena para caleg yang terpilih pada pemilihan sebelumnya tidak
memenuhi janji-janji politiknya terhadap masyarakat. Sehingga
masyarakat berfikir secara apatis dalam pemilihan selanjutnya.
Masyarakat sekarang telah memandang bahwa caleg yang
memberi keuntungan kepada masyarakat maka caleg itulah yang akan
dipilih. Maka melihat apatisme masyarakat akan pemilu, para calon
legislatif beradu strategi untuk menarik simpatik masyarakat agar
memberikan hak suaranya tidak terkecuali incumbent. Para Incumbent
lebih memanfaatkan kondisi yang ada di masyarakat dimana masyarakat
Kecamatan Kelara begitu tertarik dengan program pertanian, maka
incumbent menawarkan program P2BN untuk menarik simpatik
masyarakat.
Dari strategi ofensif yang telah dipaparkan sebelumnya maka hal ini
kemudian melahirkan teori pertukaran. Teori pertukaran yakni misalnya,
P2BN dalam hal ini pembagian bibit gratis, incumbent menawarkan hal
tersebut dalam masa kampanye untuk mempengaruhi masyarakat agar
memilihnya pada pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto yang
terjadi pada daerah pemilihan II di Kecamatan Kelara. Menurut M. Blau
27 Istri kepala desa bontolebang kecamatan kelara
78
bahwa semakin banyak seseorang mengharapkan orang lain untuk
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dia akan semakin mungkin untuk
melakukan aktivitas tersebut.
Dalam mengamati karakteristik masyarakat Kecamatan Kelara
yang semakin dinamis dan partisipatif pada pemilihan legislatif 2014 ini,
peneliti berasumsi bahwa pada teori inipun tidak terlepas dari adanya take
and give antara individu dan kelompok sosial. Yang dimana individu
adalah incumbent dan kelompok sosial adalah masyarakat.
Kelompok sosial tersebut melihat untung ruginya ketika mereka
tidak mendapat keuntungan dari pemilihan legislatif ini mereka tidak akan
memilih atau yang diberikan incumbent tidak menguntungkan baginya,
sebaliknya jika mereka merasa diuntungkan dengan yang diberikan oleh
incumbent, mereka juga akan memberikan apa yang diharapkan
incumbent pada pemilihan legislatif 2014. Jadi ada timbal balik antara
incumbent dengan masyarakat dalam mencapai kepentingan masing-
masing.
Dalam pemilihan legislatif 2014 ini, perlu adanya nilai tukar dalam
memperoleh tujuan dari strategi yang dilakukan. Nilai tukar ini antara
caleg dan konstituennya yang direalisasiskan dalam bentuk pembagian
pupuk secara gratis. Hal ini membuat masyarakat Kelara yang dominan
sebagai Petani sangat antusias dalam memilih caleg. Seperti yang
dikatakan oleh masyarakat :
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“pada pemilu lalu saya di janjikan bibit oleh hj irmawati kemudian
pada tahun 2011 saya diberikan bibit beras itu, kemudian pada saat
itu saya memutuskan untuk bersedia menjadi timsus
pemenangannya, saya menolong beliau karena beliau sudah baik
sama saya dan alhamdulillah sukses, beliau terpilih kembali, saya
mendapatkan pujian dan beliau bersedia untuk mengupayakan
yang saya butuhkan sebagai ucapan terimakasih.”
Menurut Peneliti, banyaknya masyarakat yang membutuhkan dan
meminta bibit gratis kepada caleg membuat caleg menjadikan program
P2BN ini menjadi barang publik tetapi menjadi pemberian dari caleg
sebagai permintaan balik untuk dipilih kembali pada pileg. Asumsi
pertukaran sosial M. Blau mengatakan bahwa semakin banyak seseorang
saling menukar hadiah (reward) dengan yang lain, akan semakin
memungkinkan munculnya kewajiban-kewajiban timbal balik yang
mengarahkan timbulnya pertukaran-pertukaran antar kedua orang
tersebut. Misalnya pertukaran itu dilakukan dengan cara incumbent
memberikan bibit gratis kepada konstituennya kemudian konstituennya
memberi suaranya untuk incumbent tersebut.
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5.1.2 Strategi Defensif
Strategi defensif pada dasarnya merupakan strategi untuk
mempertahankan pasar. Hal inilah yang kemudian menempatkan strategi
ini sebagai strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas
pemerintah yang kemudian akan membuat partai politik untuk memelihara
pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih
sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung.28
Dalam pemilu diperlukan adanya timbal balik yang dilakukan, untuk
mencapai keinginan atau cita-cita politik, baik incumbent maupun
simpatisannya. Timbal balik tersebut dapat berupa barang yang di berikan
oleh sang calon kepada pemilih dan dukungan suara dari pemilih kepada
sang calon. Dengan begitu incumbent dan konstituennya dapat sama-
sama di untungkan.
Menjelang pemilihan legislatif 2014 kemarin, seluruh calon legislatif
saling adu kekuatan atau yang biasa di sebut adu strategi. Tentu dalam
kompetisi politik seluruh calon ingin menjadi pemenang, namun
masyarakat masing-masing punya kriteria untuk jadi wakil rakyatnya. Pada
pemilihan legsilatif diperlukan strategi yang merupakan hal utama dalam
menghadapi kompetisi politik. Strategi tersebut tentu bertujuan untuk
simpatik masyarakat dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada
pemilihan legislatif 2014.
28 Toni, Efrizah, Kemal, 2006, MengenalTeori-TeoriPolitik, Bandung: PenerbitNuansa, hlm 203
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Pasalnya, pemilu 2014 ini berlangsung dengan sangat
menegangkan bagi para caleg, karena pemilu kali ini sangat menarik.
Banyak calon-calon baru yang cukup memberikan warna baru bagi pesta
demokrasi kali ini, banyak calon-calon yang masih muda ikut bertarung
pada pemilu kali ini. Hal ini menunjukan adanya dinamika demokrasi di
kabupaten Jeneponto. Ada anggapan pemilu kali ini yang berlangsung
dengan sangat baik, aman dan tertib, menunjukkan adanya sikap politik
masyarakat yang aktif, reaktif, dan responsif.
Berdasarkan pengamatan peneliti anggapan tersebut ada
benarnya, dimana masyarakat menganggap pemilu sebagai momen
utama untuk berpolitik dalam membangun kapasitas masing-masing.
Peneliti mengatakan kapasitas masing- masing, karena dalam orientasi
politik memiliki kepentingan dan sikap politik yang berbeda sesuai dengan
tujuan politik dan strata sosial dari masyarakat itu, baik secara individu
mapun kolektif. Maka perlu bagi para calon untuk mempersiapkan strategi
yang sangat matang sehingga dapat terpilih karena melihat dinamisnya
masyarakat saat ini.
Strategi tersebut juga beragam. Janji-janji politik yang disampaikan
oleh para calon semua mengatasnamakan kepentingan rakyat. Calon
incumbent pun juga tidak mau kalah dengan calon-calon yang baru,
mereka tetap terus meyakinkan masyarakat agar terpilih kembali dan
mewakil rakyat di parlemen, hal itu nampak lebih mudah oleh para calon
82
incumbent, dimana mereka telah memberikan banyak bantuan pada saat
masih menjabat sebelumnya, jadi para calon incumbent hanya cukup
untuk tetap meyakinkan masyarakat bahwa mereka masih layak untuk
mewakili mereka di parlemen.
Hal ini serupa dengan yang dikatakan Hj. Irmawati sila dari partai
Hanura,  berikut hasil wawancaranya:
“masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilih siapa yang
layak dan tidak layak menjadi wakil rakyatnya, mengapa saya
katakan demikian, karena masyarakat saat ini lebih melihat siapa
saja yang dapat memberikan program yang paling d butuhkan
masyarakat”.
Berdasarkan wawancara informan di atas, peneliti melihat bahwa
incumbent memandang masyarakat saat ini semakin cerdas. Masyarakat
yang cenderung dinamis semakin menambah incumbent untuk lebih
matang dalam melakukan strategi untuk dapat terpilih kembali. Maka
incumbent harus lebih jeli dalam melihat program apa saja yang begitu
diminati masyarakat sehingga dapat menjadi program unggul bagi
masyarakat.
Dalam strategi politik bukan hanya memberikan janji-janji politik
dengan beragam program unggul yang mengatasnamakan kepentingan
rakyat,  juga diperlukan pendekatan secara persuasif, agar terus tercipta
kedekatan emosional antara masyarakat dengan wakil rakyatnya. Berikut
hasil wawancara dengan Hj irmawati:
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“saya tidak memiliki strategi khusus dalam pemenangan ini,
namun saya lebih awal membangun komunikasi sejak tahun 2009,
komunikasi yang terjalin dengan sangat baik yang berlangsung
hingga pada pemilu 2014 kemarin. Karena perlu diketahui bahwa
masyarakat terkadang hanya ingin menjalin kedekatan dengan
wakil rakyatnya, begitupun sebaliknya. Apa lagi ketika masyarakat
mempunyai aspirasi, sbagai wakil rakyat, apa yang di aspirsikan
dapat benar-benar mampu ditindak lanjut dan dibuktikan
dilapangan”.
Incumbent dengan menjalin komunikasi yang baik sejak tahun 2009-
2014 dengan konstituennya, incumbent mampu menciptakan dan
membangun kedekatan emosional dengan konstituennya, sehingga
konstituennya merasa  begitu dekat dengan wakil rakyatnya. Kedekatan
yang persuasif menjadi titik tolak kampanye, seperti pada hasil
wawancara tersebut dapat di lihat bahwa incumbent ingin membangun
citranya melalui pendekatan persuasif tersebut. Hal ini memang sangat
diperlukan oleh sang calon, terutama incumbent. Klingeman dan
Romellan29 membedakan kampanye ke dalam kampanye informatif dan
kampanye komunikatif.
a. Kampanye informatif dilakukan secara satu arah dimana pesan-
pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada para
penerima kampanye, tidak terjadi dialog antara pelaku dan
penerima kampanye. Pelaku kampanye sepenuhnya
mengandalkan media massa, iklan, baliho, dan lainnya sebagai
media perantara untuk menyalurkan pesan-pesannya.
29Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Fisosofi Sistem dan
Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.h.37-38
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b. Kampanye komunikatif lebih berorientasi kepada khalayak dan
menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog khalayak
sasaran.
Dalam mencapai cita-cita politik, di perlukan strategi yang mampu
menarik simpatik masyarakat, misalnya saja bibit gratis, pupuk, racun dan
semua yang merupakan bagian dari pertanian, karena pertanian
merupakan kebutuhan pokok, penopang hidup manusia atau sebagai
mata pencaharian bagi petani. Hal tersebut merupakan strategi untuk
menarik dukungan masyarakat, sehingga incumbent memanfaatkan
program P2BN, karena melihat kondisi masyarakat yang begitu tertarik
dengan program pertanian. Jadi program ini menjadi strategi yang
dimanfaatkan dengan sangat baik oleh incumbent.
Apa yang telah diberikan incumbent kepada konstituennya
merupakan pengharapan bagi incumbent bahwa ada feed back dari apa
yang telah dia berikan pada masyarakat. Feed back yang diharapkan
incumbent adalah pemberian suara, sehingga dapat terpilih kembali pada
pemilu 2014.
Dari hasil analisis tersebut, ini sejalan dengan konsep startegi
defensif yakni Strategi yang digunakan apabila partai pemerintah atau
sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin
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mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang
dicapai sebelumnya ingin dipertahankan.30
Melihat fenomena tersebut peneliti berasumsi bahwa incumbent
seakan mengklaim program pemerintah tersebut merupakan programnya.
Dengan adanya program tersebut incumbent mendapat simpatik
konstituennya, layaknya dewa yang telah memberi apa yang dibutuhkan
masyarakat. Take and give antara incumbent dan simpatisannya
merupakan balas budi bagi mereka yang telah memberi suaranya pada
incumbent.
Program P2BN atau pembagian bibit gratis merupakan barang
publik. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila
dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang
lain akan barang tersebut. Barang publik adalah untuk masyarakat secara
umum (keseluruhan). Namun pada realita yang ada pada kecamatan
kelara tidak lagi menjadi barang publik, sehingga masyarakat tidak
mengetahui barang itu berasal dari pemerintah, dana yang di anggarkan
untuk masyarakat.
Ketidaktahuan masyarakat mempermudah caleg incumbent
memobilisasi masyarakat, dengan memberi bibit, pupuk, dan jalan tani
secara gratis, yang mengatasnamakan kepedulian mereka pada
masyarakat. Caleg incumbent mendapat citra yang baik dimata
30Ibid 18
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masyarakat dengan adanya program tersebut dan sangat tepat dilakukan
di Kecamatan Kelara, yang notabenenya berasal dari kalangan petani.
Masyarakat seakan mengagungkan caleg incumbent tersebut,
menilai bahwa merekalah yang menyediakan sarana dan prasarana
tersebut. Mereka simpatik kemudian memberikan suara mereka pada
caleg incumbent yang telah memberikan apa yang telah menjadi
kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kelara. Hal ini bisa disebut dengan
istilah free rider (penunggang gratis) mereka menunggangi program
pemerintah dengan mengatasnamakan pribadi incumbent tersebut yang
menyediakan barang tersebut dan dijadikan sebagai jualan kampanye,
seperti berikut yang dikatakan salah satu incumbent dalam isi
kampanyenya:
“dalam kampanye saya terus meyakinkan masyarakat bahwa
mereka masih bisa memberikan kepercayaannya kepada saya
untuk mewakili mereka di DPRD, dan sy katakan Apapun yang di
inginkan masyarakat, insya Allah saya akan penuhi, mau itu bibit,
jalan tani, atau pengadaan air bersih, insya Allah saya akan penuhi
apapun itu”.
Penulis berasumsi bahwa pemanfaatan dengan menunggangi
program pemerintah guna memperoleh suara pemilih ini merupakan
strategi bagi caleg incumbent, mereka dengan sangat mudah menarik
simpatik simpatisannya dan mampu memperoleh suara dengan menjadi
free rider. Peneliti menilai bahwa calon incumbent ini tidak hanya
memanfaatkan program P2BN sebagai jualan kampanye tetpi juga untuk
membangun citra yang baik di masyarakat. Hal ini dilakukan agar mampu
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meminimalisir dana kampanye bagi para caleg incumbent itu sendiri, ini
menjadi salah satu keuntungan incumbent dalam menjadi free rider.
Mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak, karena mereka telah
memberikan bantuan pertanian selama menjabat sebagai wakil rakyat,
jadi masyarakat telah mempunyai indikator untuk mendukung dan memilih
kembali caleg incumbent di periode selanjutnya.
Strategi politik telah dijelaskan sebagai sebuah cara yang telah
dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik
untuk perubahan jangka panjang. Begitu juga dengan incumbent ikut
berkompetisi dengan para elit politik lainnya dalam pemilihan kepala
daerah karena memiliki tujuan politik atau cita-cita politik yang ingin
diwujudkan. Karena itulah incumbent memerlukan perencanaan yang
matang melalui penerapan strategi yang digunakan.
Strategi politik menjadi faktor penentu bagi incumbent untuk
memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten jeneponto. Strategi politik
yang dimaksud adalah strategi pemilihan umum yang mengutamakan
perolehan kekuasaan dan sebanyak mungkin pengaruh dengan cara
memperoleh hasil yang baik dalam pemilu sehingga politik dapat
diwujudkan dan suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai.
Namun dalam hal ini strategi tersebut bukan hanya untuk menambah
jumlah suara dan mempertahankan suara yang telah ada, tetapi juga
melakukan pertukaran dengan petinggi dalam daerah sebagai nilai tukar
agar korelasi tetap terjalin.
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Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik
merupakan analisa yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah
gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan
pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa
strategi politik, perubahan jangka panjang atau cita-cita politik sama sekali
tidak dapat diwujudkan. Hanya dengan sebuah perencanaan menyeluruh
dan dengan strategi jangka panjang, kesalahan-kesalahan yang mungkin
saja terjadi dapat dihindari.
Pemanfaatan program pemerintah sebagai salah satu strategi poltik
bagi calon legislatif incumbent, mereka dapat disebut sebagai para
penunggang gratis (free rider). Menuggangi program pemerintah
dilakukan untuk mencapai cita-cita politiknya, agar dapat memenangkan
kompetisi politik di pemilihan umum legislatif.
Free riders ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik
tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu sementara sebenarnya ada pihak
lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Seperti
yang terjadi pada pemilihan legislatif 2014 di kecamatan kelara adalah
para caleg incumbent memanfaatkan program P2BN untuk menarik
suara, dimana program P2BN tersebut adalah program pemerintah yang
dianggarkan dan di berikan untuk masyarakat.
Kondisi yang menyebabkan atau memaksa terjadinya hal ini adalah
terbatasnya barang yang disediakan. P2BN adalah program yang
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menyediakan produksi bibit, pupuk, racun, irigasi, handtractor, pembuatan
jalan tani, serta sarana dan prasarana yang mendukung lainnya. Namun
program ini nampak sulit di peroleh karena program ini di berikan, hanya
kepada kelompok tani resmi. Berikut petikan hasil wawancara dengan
Noer Ibrah Ibrahim:
“Program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional) adalah
program pemerintah yang bekerjasama dengan Pusat, Provinsi,
dan Kabupaten. Program ini menyediakan Bibit, pupuk, racun,
handtractor, jut, jides, dan jitut, smua itu unatuk menghasilkan
pertanian yang berkualitas, dan untuk meningkatkan pendapatan
petani, namun ini hanya diberikan kepada kelompok tani resmi,
yang mendapat pengakuan dari kepala desa atau penyuluh
pertanian, yang telah kita tempatkan disetiap desa.”
Jadi para petani tidak begitu saja mendapat bantuan P2BN dari
Dinas Pertanian, karena para petani harus terlebih dulu memiliki kelompok
tani yang mendapat pengakuan dari kepala desa, maupun penyuluh
pertanian. Dinas pertanian tidak bisa begitu saja memberikan bantuan
P2BN tersebut karena penyediaanya memerlukan prasyarat dan juga
harus dilihat apakah memang menjadi kebutuhan primer mereka,
mislanya saja mereka lebih membutuhkan JIDES (Jaringan Irigasi Desa)
atau jalan tani, agar dapat meningkatkan produksi mereka, dan
mempermudah akses jalan dalam mengelola pertanian mereka.
Sumber daya alam yang yang ada dalam daerah sepenuhnya
diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana
meningkatkan pebangunan dalam daerah yang juga merupakan bagian
dari otonomi daerah. Karena dalam alokasi dan pengelolaan sumber
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daya ekonomi hanya tidak bisa dilakukan atau dinikmati oleh sekelompok
warga masyarakat saja, atau sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah
(tidak akan mencapai Pareto optimal). Bila free rider masuk di dalamnya,
pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak transparan, tidak
bertanggung jawab dan terkadang dapat berdampak negatif bagi warga
masyarakat yang lemah.
Hal ini dapat terjadi bukan hanya di Kecamatan Kelara saja,
namun seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Padahal seperti
diketahui bahwa tujuan utama sistem pemerintahan sesungguhnya
hanya dua hal, yakni menghilangkan rasa lapar (menciptakan
kesejahteraan) dan menghilangkan rasa takut (menciptakan rasa aman)
bagi seluruh masyarakatnya. Kedua hal ini adalah barang publik
sekaligus hak publik. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus mampu
menciptakan berbagai regulasi (aturan) yang sifatnya tidak memberatkan
masyarakat, dalam rangka menciptakan sumber daya ekonomi.
Memastikan bahwa masyarakat siap berpartisipasi menciptakan dan
mengakumulasi sumber daya ekonomi untuk kepentingannya sendiri.
Untuk mencapai pengelolaan yang optimal, jauhkan karakteristik
free rider problem pada sektor apapun baik pertanian, pembangunan,
kehutanan dan lain-lain. Bila problem ini masih tetap ada utamanya di
Kabupaten Jeneponto, maka program-program baik pemerintah hanya
akan banyak dinikmati oleh elit-elit dengan kepentingan politknya, bukan
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masyarakat kecil yang memiliki hak atas program-program baik dari
pemerintah tersebut.
Hadiah yang dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat
intrinsik, seperti cinta, kasih sayang dan rasa hormat, atau sesuatu yang
bernilai ekstrinsik seperti uang dan tenaga kerja fisik. Orang yang terlibat
dalam ikatan kelompok tak selalu dapat saling memberikan hadiah secara
setara. Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran hadiah, maka akan
timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. (Ritzer, 1996: 369).
Hadiah yang bersifat intrinsik yang dimaksud seperti incumbent
yang lebih intensif dalam berkomunikasi dengan konstituennya akan lebih
membangun kedekatan emosional satu sama lain. Hal ini juga
berpengaruh karena dengan begitu masyarakat lebih mengenal lebih
dalam calon wakil rakyatnya dan masyarakat lebih leluasa menyampaikan
aspirasinya. Ini juga akan membantu para caleg dalam menarik simpatik
para pemilih sekaligus memporeh suara pemilih.
Berbeda dengan hadiah yang bersifat ekstrinsik, hadiah ini seperti
uang dan tenaga kerja. Ini di ibaratkan incumbent yang memberi bantuan
berupa bibit gratis yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa hal ini juga
sangat berpengaruh untuk menarik suara pemilih baru yang belum
menentukan pilihannya. Dengan bantuan tersebut masyarakat dapat
memberikan penilaian siapa yang layak mewakili mereka di parlemen.
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Hal ini juga senada yang dikatakan oleh Homans bahwa Apabila
pada masa lampau ada satu atau sejumlah rangsangan didalamnya
tindakan seseorang mendapat ganjaran, maka semakin rangsangan yang
ada menyerupai rangsangan masa lampau itu, maka semakin besar
kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan yang
sama”. Dalam hubungan dengan proposisi ini, Homans cenderung
membuat generalisasi. Artinya keberhasilan pada salah satu tindakan
mengantar orang tersebut kepada tindakan lainnya yang mirip.
Masyarakat Kabupaten Jeneponto dapat diklasifikasikan ke dalam
tiga kelas, diantaranya: kelas atas (high class), kelas menengah (middle
class), dan kelas bawah (lower class). Selanjutnya dapat dikategorikan
sebagai berikut:
Masyarakat kelas atas (high class) adalah memiliki status sosial
yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, yaitu diantaranya: (1)
Pimpinan Daerah terdiri dari: Bupati, wakil bupati, sekda, kepala bagian,
kepala dinas, pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik.
Kelas menengah (middle class) adalah masyarakat yang status
sosialnya sebagai tempat masyarakat umum untuk berhubungan dengan
masyarakat kelas tinggi, yaitu diantaranya; (1) Pegawai Negeri Sipil
(PNS): Camat, beserta jajarannya dan kepala sekolah, atau non sipil
Kepala desa dan Kepala Dusun. Masyarakat kelas bawah (lower class)
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adalah masyarakat umum yang tidak memiliki akses potensial terhadap
Negara (pemda), yaitu diantaranya: kelompok buruh, atau kelompok tani.
Ketiga kelas masyarakat diatas memiliki sikap politik yang berbeda
dalam menetapkan pilihan politiknya. Hal ini disebabkan oleh adanya
tujuan dan kepentingan politik yang berbeda pula. Hanya saja interaksi
politik mereka tidak dibatasi oleh tingkatan kelas yang disebutkan tadi.
Mereka saling membaur guna saling mempengaruhi dan menawarkan
kepentingan masing-masing.
Hal ini menggambarkan teori pertukaran sosial yang dinamis,
dimana individu memiliki kesempatan untuk lebih leluasa melakukan
pertukaran sosial sesuai dengan kebutuhan individu itu. Kasus pemilihan
legislatif di Kabupaten jeneponto  tahun 2014 yang berlangsung dua kali
putaran itu dapat dijelaskan dengan proposisi ini. Pada periode
sebelumnya incumbent terpilih Marsudi merupakan caleg yang lumbung
suaranya I kampung halamannya yaitu di Batang dan pada Periode 2014
kali ini, beliau juga mampu memasuki wilayah baru yaitu Kecamatan
Kelara.
Hal ini di karenakan masyarakat melihat Marsudi ini pada saat
beliau selama menjabat beliau mampu memenuhi semua janjinya pada
konstituennya, inilah yang menjadi pengaruh bagi Kecamatan Kelara
memilih marsudi kembali. Di lihat secara visi-misi lebih menjanjikan.
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Masyarakat juga melihat Marsudi mampu membuktikannya di lapangan
dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan konstituennya.
“saya memilih pak Marsudi karena dia bisa penuhi janjinya di
pendukungnya waktu itu di janjikan handtractor dia berikan betul
kepada pendukungnya, jadi dia tidak hanya janji-jani saja tapi bisa
dia buktikan di dapilnya”.
Kasus diatas menjelaskan kebenaran proposisi sukses Homans
yang menjelaskan teori pertukaran sosial. Pada proses sosial (pertukaran
sosial) individu mengutamakan untuk berada pada posisi sukses atau
menguntungkan, jika tidak, tindakan itu tidak akan dilakukan lagi. Dan
memperkuat yang dikatakan oleh M. Blau bahwa semakin banyak
seseorang saling menukar hadiah (reward) dengan yang lain, akan
semakin memungkinkan munculnya kewajiban-kewajiban timbal balik
yang mengarahkan timbulnya pertukaran-pertukaran antar kedua orang
tersebut.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai program P2BN merupakan
peluang yang sangat baik bagi incumbent untuk menarik simpatik
masyarakat, dalam hal ini para pemilih. Maka dengan begitu akan
terbangun karakter kandidat yang menjalankan jabatannya dengan baik,
sehingga mendapat citra yang baik di mata masyarakat karenaq
perealisasian program tersebut yang memberi banyak manfaat terhadap
kehidupan masyarakat di Kecamatan Kelara, utamanya kaum petani.
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Hal ini juga di benarkan oleh Mahlil Sikki yang mengatakan bahwa:
“program P2BN dalam hali ini bibit gratis, merupakan program yang
paling diminati kaum petani. Program ini akan sangat berpengaruh
jika di berikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Karena dengan adanya bibit gratis ini akan menambah produksi
petani. Dan jika dikatakan apakah ini berpengaruh, yah memang ini
sangat berpengaruh. Seperti di kecamatan kelara yang
masyarakatnya banyak dari kalangan petani, P2BN ini menjadi
program yang sangat diminati masyarakat.”
Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa program P2BN
merupakan program yang begitu diminati masyarakat petani. Maka jika di
berikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan barang
tersebut akan dapat sangat mempengaruh pilihan masyarakat karena
program bibit gratis akan berdampak pada peningkatan produksi petani,
sehingga hal ini menjadi sangat berpengaruh ketika memanfaatkan
program tersebut.
Adanya pemanfaatan program P2BN tidak terlepas dari adanya
korelasi yang terjalin antara dinas pertanian dan incumbent membuat
P2BN yang awalnya ditujukan memang khusus untuk masyarakat, namun
kini beralih menjadi program yang ditujukan untuk mendulang suara
incumbent agar dapat terpilih kembali. Senada dengan hasil wawancara
tersebut, M. Blau mengatakan bahwa semakin kuat relasi-relasi
pertukaran terjadi, maka semakin memungkinkan relasi-relasi pertukaran
itu diatur oleh norma-norma “pertukaran yang fair” (fair exchange). Bukan
hanya legislatif dan konstituennya saling melakukan pertukaran, namun
juga dengan Dinas Pertanian dan legislatif yang melakukan pertukaran.
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Pertukaran antara Dinas Pertanian dan legislatif incumbent adalah
Bibit gratis. Dinas Pertaian tidak serta merta memenuhi keinginan dari
legislatif incumbent tersebut, namun ada keuntungan yang diharapkan,
keuntungan yang diharapkan Dinas Pertanian dari legislatif itu sendiri.
Dinas pertanian memenuhi permintaan legislatif dengan tujuan untuk di
permudah dalam penyetujuan segala anggaran yang akan di buat Dinas
Pertanian saat di Paripurna nanti. Hal ini di perkuat dengan hasil
wawancara yang mengatakan bahwa :
“ yah dinas pertanian tidak begitu saja memberikan apa yang
menjadi keinginan legislatif, sudah pasti ada nilai tukar yang
dilakukan. Dinas pertanian menyediakan segala aspirasi legislatif
agar Dinas pertanian juga pada saat memiliki kegiataan atau
anggaran mudah di setujui oleh legislatif pada saat di paripurna
nanti, sehingga jika hal ini ingin terus terjalin memang sangat perlu
untuk terus menjaga korelasi, sehingga tercipta korelasi yang kuat”.
salah satu kandidat incumbent juga menyatakan bahwa:
“program bibit gratis atau jalan usaha tani sangat berpengaruh,
karena kita tahu kalau program itu sudah ada sejak lama, tapi tidak
begitu di ketahui masyarakat, jadi masyarakat ketika menerima
bantuan dari incumbent, masyarakat jadi mendewakan mi
incumbent, jadi tanpa perlu menggunakan cara-cara yang instan
yang seakan memaksa, masyarakat sudah terdorong dengan hati
nuraninya dengan adanya bantuan bibit gratis dari incumbent. jadi
program ini sangat berpengaruh memang bagi keterpilihan
incumbent.”
Program pertanian P2BN merupakan program pemerintah yang
dijalankan oleh Dinas Pertanian sejak tahun 2011 hingga saat ini. program
P2BN inilah yang dimanfaatkan oleh legislatif dalam kampanyenya, hal ini
tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada dapil incumbent
tersebut. Maka untuk memamnfaatkan dan mempergunakan barang dari
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program tersebut, legislatif terlebih dulu menjalin kedekatan atau
membangun korelasi yang baik dengan Dinas pertanian. Diketahui bahwa
Dinas Pertanian memang memiliki mitra kerja dengan anggota legiislatif,
dalam hal ini anggota legislatif dari komisi II. Namun, disini Dinas
Pertanian berperan sebagai pelaksana program sedangkan anggota
legislatif berperan mengawal jalannya program tersebut. Bagi peneliti ada
keganjalan dari struktural tersebut, karena fakta dilapangan legislatif
bukan mengawasi jalannya program tersebut namun memanfaatkan
program tersebut sebagai jualan kampanye dalam pemilu 2014. Maka
muncul pertanyaan bagaimana legislatif memperoleh program tersebut,
karena diketahui bahwa anggota legislatif hanya berperan sebagai
mengawal dan mengontrol jalannya program?
Anggota legislatif dalam fungsinya sebagai wakil rakyat memiliki
peran sebagai penampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini anggota
legislatif melakukan reses setiap tahunnya sebagai wakil rakyat. Anggota
legilatif melakukan turun lapangan ke dapilnya masing-masing kemudian
mendengar aspirasi masyarakat, apa saja yang menjadi kebutuhan
mereka.
Adapun aspirasi dari masyarakat, seperti misalnya bibit atau pupuk
dan lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh legislatif, dengan
menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke paripurna yang dihadiri
oleh seluruh SKPD. Bibit, pupuk dan lainnya merupakan bagian dari
program dinas pertanian, maka dinas pertanian selaku pelaksana program
98
memberikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut. Namun
fenomena yang ada tidak berjalan secara struktural, Dinas Pertanian
memberikan barang tersebut langsung kepada legislatif, yang idealnya
Dinas Pertanian yang memberikan langsung kepada masyarakat selaku
pelaksana program.
Suatu aspirasi masyarakat yang dietrima oleh masyarakat pada
daerah dapilnya itu di tampunng sebagai input (masukan) yang kemudian
dokonfersi untuk menghasilkan sebuah output (kebijakan). Hal ini
kemudian dibawa legislatif untuk disampaikan ke paripurna yang di hadiri
kepala daerah, yang dihadiri seluruh SKPD. Kemudian, jika aspirasi
tersebut berupa pemberian bibit pada petani atau pembuatan jalan usaha
tani (JUT), ini disampaikan pada SKPD terkait, yakni Dinas Pertanian.
Kemudian Dinas pertanian menyediakan apa yang telah menjadi aspirasi
masyarakat selaku penyedia dan pelaksana  program tersebut.
Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh M. Asrul selaku sekwan
di DPRD Kabupaten Jeneponto, beliau mengatakan bahwa :
“ idealnya sebuah aspirasi di sampaikan masyarakat ketika legislatif
melakukan reses, dimana legislatif turun kelapagan dan melihat
dan mendengar aspirasi masyarakat, dalam hal ini apa yang
dibutuhkan mayarakat di dapilnya. Yang kemudian di tindaklanjuti
dan disampaikan ke paripurna yang dihadiri oleh Bupati dan
seluruh SKPD. Kemudian aspirasinya di sampaikan kepada SKPD
yang bersangkutan sesuai dengan yang menjadi aspirasi
masyarakat di dapil legsilatif tersebut.”
Dari hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa ada
korelasi yang kuat antara SKPD dengan legislatif. Mengapa peneliti
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mengatakan demikian, karena idealnya aspirasi masyarakat yang
disampaikan legsilatif ke paripurna itu merupakan input (masukan) yang
diberikan masyarakat yang kemudian di konfersikan dalam sebuah
paripurna yang akan menjadi ouput (kebijakan) yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan demi kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya
hal-hal tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini ada
korelasi antara legislatif dan birokrasi. Hal tersebut memperlihatkan
ketidakfungsionalan serta ketidaknetralan birokrasi yang berimplikasi pada
adanya free riding yang dilakukan oleh legislatif untuk kepentingan
pribadinya.
Adanya kewenangan yang di berikan tidak terlapas dari peran
pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah memberikan
kewenangan tersebut. Peneliti berasumsi bahwa ada kontrak politik antara
pemerintah daerah dengan anggota legislatif, namun kontrak politik
tersebut disampaikan secara tersirat bukan tersurat atau tidak secara
resmi.  Ini dibenarkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:
“aspirasi dari legislatif yang diterima SKPD secara struktural
memang tidak ada, namun karena ini merupakan penyampaian
langsung dari bupati maka dinas pertanian menjalankan apa yng
telah menjadi perintah dari bupati, walaupun ini disampaikan
secara tersirat tidak tersurat (tidak secara resmi).”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, yang
menyatakan bahwa pemanfaatan tersebut ada juga di ketahui oleh
pemerintah daerah yang memberikan keluasan kepada SKPD, atau
secara tidak langsung pemerintah mengetahui korelasi yang terjalin oleh
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legislatif dengan Dinas Pertanian. Maka peneliti berasumsi bahwa terjalin
kontrak politik antara legislatif dan birokrasi. Birokrasi tidak dapat
dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Sebab, birokrasi baik
langsung maupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan
kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
Hal inilah yang menurut peneliti birokrasi yang menjalin kontrak
politik dengan kelompok kepentingan atau para pemburu kekuasaan tidak
terlepas dari adanya take and give antara anggota legislatif dan Dinas
Pertanian. Hal tersebut dapatlah terus berjalan apabila dua pihak saling
menguntungkan. Ketika kedua pihak dalam hal ini Dinas Pertanian dan
anggota legislatif merasa saling diuntungkan maka hubungan kerjasama
keduanya akan terjaga dengan baik. Pernyataan tersebut juga dibenarkan
oleh teori kekuasaan yang berpusat menurut santoso.
Menurut santoso (1997) kekuasaan yang berpusat pada penguasa
perseorangan tertentu kingship rulerships yang mengakumulasikan
kekuasaan, sedangkan yang lain mengidentifikasi kepentingannya.
Penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepadapihak yang
dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk
menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaannya sementara, bagi
pihak yang berkepentingan tersebut memiliki aksebilitas dalam mencari
perlindungan politis maupun ekonomi dalam struktur  kekuasaan.
Hubungan tersebut berlangsung dalam pertukaran keuntungan advantage
exchange yang dijaga dengan rapi oleh kedua belah pihak.
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Semakin kuat relasi-relasi pertukaran terjadi, maka semakin
memungkinkan relasi-relasi pertukaran itu diatur oleh norma-norma
“pertukaran yang fair” (fair exchange). Bukan hanya legislatif dan
konstituennya saling mengaharapkan nilai tukar yang telah dilakukan,
namun juga korelasi yang telah di bangun oleh legislatif dengan Dinas
Pertanian, selaku pemberi Bibit gratis tersebut tidak terlepas dari adanya
keuntungan yang diharapkan Dinas Pertanian dari legislatif itu sendiri.
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BAB VI
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal yakni yang
pertama adalah kesimpulan yang berisi pembahasan singkat mengenai
konsep free riding (penunggang gratis) dan strategi kampanye politik yang
digunakan incumbent.  Kedua adalah saran berupa ide yang menjadi
tawaran penulis dalam menghadapi masalah yang kemudian terjadi dalam
proses pemilihan legislatif. Hal ini tentunya terkait dengan apa yang telah
menjadi hasil penelitian penulis.
6.1 Kesimpulan
Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat maka ada
beberapa yang hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaituPemanfaatan
program Pertanian berupa Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
pada pemilihan legislatif 2014 mampu memberi pengaruh bagi hasil
pemilihan legislatif karena calon incumbent memilih program yang
berpengaruh pada masyarakat utamanya petani, diketahui bahwa
masyarakat Kabupaten Jenponto khususnya Kecamatan Kelara
merupakan wilayah dengan penduduk yang mendominasi dari kalangan
petani, dengan begitu incumbent memasarkan keunggulan yang dimiliki
selama menjabat dan pada saat mengkampanyekan program-pram
berikutnya untuk periode kedua, hal ini dimanfaatkan sangat baik oleh
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incumbent, dan juga memudahkan tim pemenangan incumbent dalam
meraup suara dari para pemilih.
6.1.1. Strategi Offensif
Masyarakat yang membutuhkan dan meminta bibit gratis kepada
caleg membuat caleg menjadikan program P2BN ini menjadi barang
publik tetapi menjadi pemberian dari caleg sebagai permintaan balik untuk
dipilih kembali pada pileg. Asumsi pertukaran sosial M. Blau mengatakan
bahwa semakin banyak seseorang saling menukar hadiah (reward)
dengan yang lain, akan semakin memungkinkan munculnya kewajiban-
kewajiban timbal balik yang mengarahkan timbulnya pertukaran-
pertukaran antar kedua orang tersebut. Misalnya pertukaran itu dilakukan
dengan cara incumbent memberikan bibit gratis kepada konstituennya
kemudian konstituennya memberi suaranya untuk incumbent tersebut.
6.1.2. Strategi Defensif
Program P2BN atau pembagian bibit gratis merupakan barang
publik. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila
dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang
lain akan barang tersebut. Barang publik adalah untuk masyarakat secara
umum (keseluruhan). Namun pada realita yang ada pada kecamatan
kelara tidak lagi menjadi barang public dan masyarakat tidak mengetahui
barang itu berasal dari pemerintah, dana yang dianggarkan yang memang
untuk masyarakat.
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Ketidaktahuan masyarakat mempermudah caleg incumbent
memobilisasi masyarakat, dengan memberi bibit, pupuk, dan jalan tani
secara gratis, dengan mengatasnamakan kepedulian mereka pada
masyarakat. Caleg incumbent mendapat citra yang baik dimata
masyarakat, dengan begitu konstituennya tetap memilihnya pada periode
selanjutnya. Strategi defensif merupakan strategi yang dilakukan untuk
mempertahankan pemilih lama, sehingga dengan membonceng program
P2BN tersebut sangat tepat dilakukan.
6.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
strategi politik yang digunakan oleh incumbent membawa dampak positif
terhadap cita-cita politiknya. Guna merealisasikan tujuan-tujuan semasa
kampanye, maka dibutuhkan strategi politik yang tidak hanya membawa
keuntungan bagi incumbent. Saran yang dapat diberikan penulis untuk
menangani masalah ini adalah:
1. Perlu adanya pengawasan dari lembaga pemerintah lainnya
utamanya para pelaksana pemilihan umum serta dari masyarakat
akan program-program yang direncanakan oleh incumbent agar
tidak ada lagi para elit atau para penunggang gratis (free riding)
yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
2. Bagi incumbent kiranya dapat melaksanakan seluruh program-
programnya semasa kampanye dulu, tidak hanya terus melakukan
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yang sudah menjadi bagian dari program pemerintah lalu
menjadikan hal tersebut sebagai jualan politik semasa kampanye,
namun diharapkan mampu melahirkan program-program yang
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta hal-hal yang
dapat membawa kesejahteraan masayarakat di Kabupaten
Jeneponto.
3. Dinas Pertanian agar kiranya mensosialisasikan setiap program-
program pemerintah agar masyarakat mengetahui dan memahami
apa yang telah diberikan pemerintah untuk mereka. Namun hal ini
bukan hanya di peruntukkan untuk dinas pertanian saja, juga di
peruntukkan untuk seluruh instansi maupun pemerintah dalam
daerah agar kiranya terus mensosialisasikan program-program baik
pemerintah, agar masyarakat tidak mudah dimobilisasi oleh elit-elit
yang memiliki kepentingan politik.
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